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KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIiI
NOMOR : KEP/1.1/2/0/1v/2018
NOMOR : SK/DEKOM/o] /IV/2018

TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT PERKEBUNAN NUSANTARA Viil

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PERKEBUNAN NUSANTARA Vili,

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris
PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN Vill) dalam penerapan
Good Corporate Governance (GCG) telah ditetapkan Kebijakan
Bersama tentang Pedoman Hubungan Kerja Direksi dan Dewan
Komisaris PTPN VIl sesuai Keputusan Direksi dan Dewan
- Komisaris No. KEP/1.1/777/X1/2012 dan SK/DEKOM/06/XI/2012
tanggal 15 November 2012;

b. bahwa selama periode tahun 2012 - 2018 terjadi banyak
perubahan dalam tata kelola perusahaan PTPN Vi, maka
dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran terhadap
kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan
Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Pedoman
Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan
Nusantara VIii;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun
2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perkebunan Nusantara Ill {Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 218);

3. Keputusan.../




Jujur, Tulus dan Ikhlas

Keputusan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
SK-388/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero);

Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN lII (Persero)
Nomor: SK-168/MBU/09/2015 & Nomor:
KPJAK/hold/SKPTS/R/11/2015 tanggal 8 September 2015
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Komisaris;

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan
Nusantara [l Selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan
Nusantara VIl Nomor: SK-214/MBU/11/2015 dan Nomor:
KPJAK/HoldSKPTS/R/18/2015 tanggal 2 Nopember 2015
tentang  Pemberhentian dan  Pengangkatan  Anggota
Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII;

Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan
Perseroan (Persero) PTPN Il selaku Pemegang Saham
PTPN  VIII  No. SK-205/MBU/09/2016 & No. 3.00/
SKPTS/R/34/2016 tanggal 1 September 2016 tentang
Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota —
Anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara Vil

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan
Nusantara 1l Nomor: SK-34/MBU/02/2017 dan Nomor:
3.06/SKPTS/R/17/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT
Perkebunan Nusantara Viil;

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan
Nusantara Il Nomor SK-269/MBU/12/2017 dan Nomor
3.06/SKPTS/R/134/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang
Pemberhentian dan  Pengangkatan  Direktur  Utama
PT Perkebunan Nusantara Vlii;

Memperhatikan.../3
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Jujur, Tulus dan Ikhlas

1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perkebunan Nusantara Vill sesuai Akte Notaris Harun Kamil,
SH Nomor 41 tanggal 11 Maret 1996 yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Akta Notaris Yuliana Idawati, SH, Sp.N
No. 5 tanggal 15 Desember 2017;

2. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara Vil Nomor :
KEP/1.1/343/111/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pedoman
Umum Tata Persuratan Dinas PT Perkebunan Nusantara Vil
{Persero);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT PERKEBUNAN NUSANTARA Vi TENTANG PEDOMAN
HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT PERKEBUNAN NUSANTARA ViIil.

Lampiran Pedoman Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
PTPN VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bersama
Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara Vill No.
KEP/1.1/777/X1/2012 dan SK/DEKOM/06/XI/2012 tanggal 15
November 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Direksi ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut.

Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dan/atau
hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), maka
Keputusan ini akan diperbaiki dan disempurnakan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal :24 April 2018

Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII

Elen Setiadi
Komisaris

Antonius HW Witono
Komisaris Independen

Jujur, Tulus dan Ikhlas

Jhoni Halintar Tarigan
Direktur Operasional

Gunara
Direktur Manajemen Aset

Ryanto Wisnuardhy
Direktur Komersil
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PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

PT Perkebunan Nusantara VIII disingkat PTPN VIII adalah Anak Perusahaan
PT Perkebunan Nusantara lll (Persero) yang melakukan kegiatan usaha di bidang
agrobisnis dan agroindustri serta optimalisasi pemanfaaatan sumber daya perseroan
untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat,
serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan operasi perusahaan, PTPN VIl
harus tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ utama perusahaan dalam melaksanakan
tugasnya mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian kinerja perusahaan,
sehingga hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris tersebut harus
diciptakan sedemikian rupa agar selalu harmonis, saling mendukung dan saling
mengingatkan supaya tekad dan komitmen yang kuat menuju satu arah tujuan
Perusahaan tetap terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, Direksi dan Dewan
Komisaris memandang sangat membutuhkan panduan mekanisme hubungan kerja yang
jelas antar organ Direksi dengan Dewan Komisaris, sehingga setiap gerak langkah yang
dilakukan oleh Direksi bisa selaras dengan yang diinginkan oleh Dewan Komisaris dan
Pemegang Saham.

Seiring dengan implementasi GCG di Perusahaan yang merujuk kepada Peraturan
Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) beserta perubahannya, mempersyaratkan adanya suatu
ketentuan yang mengatur hubungan kerja yang efektif antara Direksi dan Dewan
Komisaris, maka Perusahaan membuat pola hubungan kerja antar Direksi dengan
Dewan Komisaris, yang disebut dengan Board Manual.

Board Manual ini disusun sebagai bentuk penyempurnaan ketentuan sebelumnya dan
dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip
Good Corporate Governance yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban,
Kemandirian dan Kewajaran, sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku dalam
perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
Perseroan.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Board Manual adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang
berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan
fungsi antara Direksi, Dewan Komisaris dan antara kedua organ Perusaahaan

1




KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIiI

Nomor KEP/1.1/310/I1V/2018 PEDOMAN HUBUNGAN KERJA Revisi
SK/DEKOM/01/I1V/2018 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ke ;| 02
Tanggal 24 April 2018 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Viil
tersebut. Board Manual ini merupakan salah satu soft structure GCG, sebagai
penjabaran dari pedoman tata kelola perusahaan yang mengacu pada anggaran
dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan penyusunan Board Manual, antara lain:
a. Sebagai rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja Direksi dan
Dewan Komisaris.
b. Meningkatan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan
Komisaris.
c. Menerapkan prinsip-prinsip GCG vyakni transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran) di setiap kegiatan di
Perusahaan secara konsisten.
C. RUANG LINGKUP

Board Manual ini mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja antara Direksi dan
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar
tercipta tata pengelolaan Perusahaan yang baik, profesional, transparan, efektif dan
efisien serta tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis
Perusahaan.

PENGERTIAN

1.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), yang
selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip, yang mendasari suatu proses dan
mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan etika berusaha;

Perusahaan adalah PT Perkebunan Nusantara VIII atau yang selanjutnya disingkat
PTPN VIII yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014
tanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Rl ke
dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara lll
(Persero) dan Akta Notaris Nanda Fauz lwan, SH Nomor 28 tanggal 23 Oktober
Tahun 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIl Nomor : PTPN
VIII/RUPS/01/X/2014 dan Nomor : SK-55/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan
Anggaran Dasar, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris
Yuliana Idawati, SH.,Sp.N Nomor 5 tanggal 15 Desember 2017.

Organ Utama Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi,
dan Dewan Komisaris;

Organ Pendukung adalah organ perusahaan yang membantu Organ Utama
(Dewan Komisaris dan Direksi) dalam menerapkan praktik-praktik GCG;
Pemegang Saham adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara Il (Persero). Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberikan kuasa dengan hak
substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS);
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Pemegang Saham Seri A adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan
Nusantara lll (Persero).

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas, yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau
Anggaran Dasar;

Komite-komite Dewan Komisaris adalah organ pendukung GCG yang berbentuk
komite atau tenaga ahli yang diangkat dan bekerja untuk mendukung pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yang berkepentingan
dengan perusahaan, karena mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan.
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KETENTUAN UMUM

A. PRINSIP DASAR
Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris berlandaskan prinsip-prinsip sebagai
berikut:

1.

Dewan Komisaris menghormati tanggungjawab dan wewenang Direksi dalam
mengelola perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan;

Direksi menghormati tanggungjawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan
Perusahaan;

Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan
hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh
suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah hubungan check and balances
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi masing-masing, Direksi dan
Dewan Komisaris memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:

1.

Merealisasikan tujuan Perusahaan berupa tercapainya kelangsungan usaha
Perusahaan dalam jangka panjang yang tercermin pada:
a. Tercapainya Value of the Firm sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham.

b. Terlaksananya dengan baik internal kontrol dan manajemen resiko.

c. Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham.

d. Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar.

e. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh

jajaran organisasi Perusahaan.

f. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta

strategi Perusahaan :

a. Sasaran Usaha, Strategi, Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan;

b. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar Perusahaan;

c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja perusahaan, unit-unit dalam organisasi
perusahaan dan personalianya;

d. Struktur organisasi perusahaan yang mampu mendukung tercapainya sasaran
usaha perusahaan.
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DEWAN KOMISARIS DAN
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

A. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka
Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan
Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan.

1. Persyaratan
a. Persyaran formal:

1) orang perseorangan;

2) cakap melakukan perbuatan hukum;

3) tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pencalonan;

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan
pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan

5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam
waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

b. Persyaratan Materiil:

1) integritas;

2) dedikasi;

3) memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan
dengan salah satu fungsi manaj emen;

4) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum
dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan

5) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

¢. Persyaratan Lainnya:

1) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik
menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda
(menantu/ipar) antar sesama anggota Dewan Komisaris dan antar anggota
Dewan Komisaris dengan anggota Direksi;
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2) Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama pada BUMN, BUMD dan
Badan Usaha Milik Swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
baik secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.

3) Tidak memiliki benturan kepentingan terhadap perusahaan dalam
melaksanakan tugas.

4) Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test); dan

5) Persyaratan lainnya berasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keanggotaan

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dalam hal Dewan
Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah satu anggota Dewan
Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Dewan Komisaris yang terdiri atas
lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan
Dewan Komisaris.

Komposisi

Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa, sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan
cepat, serta dapat bertindak secara independen. Dalam komposisi Dewan
Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan
Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya, yaitu
anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris
lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan
dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris
sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan
menyebutkan alasannya.

Etika Jabatan Dewan Komisaris
a. Etika berkaitan dengan Keteladanan
1) Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan
menjunjung the highest ethical standar di Perusahaan, salah satu caranya
adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi
dan Karyawan Perusahaan.
2) Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas
sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk
kepentingan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
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3) Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung
kejujuran sebagai nilai tinggi yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya
baik secara lisan maupun tertulis serta dalam sikap dan tindakan.

4) Toleransi dalam sikap dan tindakan, santun dalam menyatakan pendapat
baik secara lisan maupun tertulis.

5) Menghormati keputusan Pemegang Saham dan atau RUPS.

6) Memiliki orientasi untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.

7) Terus menerus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai
masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan.

8) Mengambil sikap, menyampaikan pendapat dan melakukan tindakan
sebagai pribadi yang bersangkutan harus secara jelas dan tegas
menyatakan bahwa sikap, pendapat atau tindakannya itu adalah sebagai
pribadi.

9) Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur
obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan
yang seimbang dengan kepentingan para Stakeholders.

10) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menempatkan kepentingan
Perusahaan di atas kepentingan pribadi.

b. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta kebijakan
Perusahaan.

c. Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan dan Keuntungan Pribadi Selama

Menjabat

Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk :

1) Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri,
keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.

2) Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji dan
fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
yang ditentukan oleh RUPS.

3) Menggunakan aset dan informasi Perusahaan atau jabatannya selaku
Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta kebijakan Perusahaan.

d. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi dan selalu menjaga
kerahasiaan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia yang dipercayakan
kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta kebijakan Perusahaan.
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e. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu situasi atau kondisi dimana terdapat

pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan

sehingga dapat mengganggu seseorang untuk bertindak atau berfikir secara
kritis dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Perusahaan.

Atas hal tersebut maka Dewan Komisaris hendaknya senantiasa :

1) Menghindari terjadinya benturan kepentingan.

2) Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau
keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain termasuk bila tidak
memiliki kepemilikan saham serta secara berkala setiap akhir tahun
melakukan pembaharuan (updating) dan wajib memberitahukan
Perusahaan bila ada perubahan data sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3) Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi
atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan
kepentingan Perusahaan.

4) Dewan Komisaris dilarang memiliki jabatan rangkap pada waktu yang
bersamaan menjadi Direksi atau Anggota Dewan Komisaris pada
perusahaan lain dalam pasar yang bersangkutan yang sama, memiliki
keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha serta secara bersama
dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.

5) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a) Anggota Direksi pada BUMN, BUMD atau Badan Usaha milik swasta.

b) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengurus partai dan atau calon anggota legislatif.

c) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

6) Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya
dalam melaksanakan tugas.

7) Melakukan pengungkapan dalam hal terjadinya benturan kepentingan dan
Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri
dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan
hal tersebut.

8) Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan
apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu
termasuk dan tidak terbatas pada pejabat /karyawan di lingkungan instansi
Pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan
sumbangan termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
di Perusahaan.

9) Tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (insider trading).

10) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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f. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1) Anggota Dewan Komisaris tidak menerima, memberikan atau menawarkan
baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan
atau dari Pelanggan maupun Pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi
atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan
lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

2) Tidak menerima baik langsung maupun tidak langsung, imbalan dan atau
hadiah dan atau hibah dan atau sumbangan dan atau entertainment dalam
bentuk apapun dari pihak manapun di luar Dewan Komisaris, atas apa yang
telah dilaksanakannya dalam hubungannya dengan fungsi dan tugas
Dewan Komisaris atau dalam kedudukannya sebagai Anggota Dewan
Komisaris.

3) Imbalan, hadiah, hibah dan sumbangan pada angka 2) tidak termasuk
honorarium, uang transportasi, penggantian biaya perjalanan dan
penginapan atau cindera mata, yang diberikan kepada Anggota Dewan
Komisaris.

6. Tanggung Jawab

a.

Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan perusahaan

untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian

nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perusahaan.

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan

tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan

Komisaris atau lebih maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng

bagi setiap anggota Dewan Komisaris, kecuali dapat dibuktikan bahwa:

1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

2) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
dan

3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.

7. Wewenang

a.

Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa
kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa
kekayaan Perseroan.

Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala
persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
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d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh

Direksi.

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap
perlu.

g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini.

h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

i.  Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu
atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.

j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap
hal-hal yang dibicarakan.

I.  Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewajiban

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan
Perseroan.

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang
Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan
Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham
mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani
Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.

d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan
saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang
dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.

e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila
terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

f.  Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan
Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang
Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.

h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.

i. Membentuk komite audit.

j- Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

k. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
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I.  Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain.

m. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama
tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

n. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan
pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.

9. Hak

a. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Direksi untuk dapat menjalankan
fungsinya secara efektif.

b. Mendapatkan hasil laporan Satuan Pengawasan Intern (SPI) mengenai hasil
pemeriksaan.

c. Mendapatkan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna
jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan RUPS dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku.

d. Mendapatkan kesempatan membela diri di depan RUPS, sebelum RUPS
mengambil keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan.

e. Mendapatkan kesempatan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan
kelalaian atau kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada
Perseroan atau Pemegang Saham.

f.  Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis

kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan
Komisaris lainnya dan anggota Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sebelum tanggal pengunduran dirinya.

B. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
1. SEKRETARIAT PERUSAHAAN

a.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan beranggotakan Staf Sekretariat
Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan
Komisaris berasal dari luar Perusahaan.

Persyaratan

1) Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;

2) Memiliki integritas yang baik;

3) Memahami fungsi kesekretariatan;

4) Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
baik.

11
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¢. MasaJabatan
Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris maksimum 3
(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun
dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

d. Tugas

1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan
Dewan Komisaris, dengan melakukan administrasi dan penyimpanan
dokumen, meliputi kegiatan:

a) Penyimpanan dokumen Komisaris di dalam fasilitas yang disediakan
oleh Perusahaan.

b) Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk Dewan Komisaris,
dan dokumen lainnya dengan tertib dalam agenda surat. Seluruh arsip
surat masuk dan surat keluar agar sesuai dengan yang tercatat dalam
agenda surat.

2) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara
Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak
terkait lainnya, meliputi kegiatan:

a) Membuat dan menyampaikan surat undangan rapat kepada Dewan
Komisaris dan pihak lain yang diundang;

b) Mempersiapkan dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta
rapat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat;

c¢) Membuat dan menyampaikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris
yang telah divalidasi kepada setiap anggota Dewan Komisaris, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan rapat.

d) Menyimpan risalah asli rapat Dewan Komisaris di perusahaan dan
dapat diakses oleh setiap anggota Dewan Komisaris.

3) Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan
komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:

a) Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan
Dewan Komisaris.

b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan
Direksi dalam mengelola perusahaan.

c¢) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal
yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan
Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang
dilakukan oleh Direksi.

4) Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di
lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk
keperluan Dewan Komisaris.

5) Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;

6) Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;

7) Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
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Sekretaris Dewan Komisaris selaku Pimpinan Sekretariat melaksanakan tugas

lain berupa:

1) memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-
undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;

2) memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara
berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

3) mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka
memperlancar tugas Dewan Komisaris;

4) sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

e. Penghasilan
Penghasilan Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan
Komisaris dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Besaran dan jenis
penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris, terdiri dari :
1) honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur
Utama Perusahaan;
2) fasilitas;
3) tunjangan dan/atau;
4) tantiem atau insentif kinerja.

Besaran dan jenis penghasilan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan
oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih
besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya.

Pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris ditanggung
Perusahaan, kecuali tantiem/insentif kinerja bagi Sekretaris Dewan Komisaris.

f. Akses dan Kerahasiaan Informasi

1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretariat
Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang
karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya milik perusahaan
berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Sekretariat Dewan Komisaris wajib melaporkan secara tertulis hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

3) Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data
dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal
dan hanya digunkan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

g. Evaluasi Kinerja

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu)
tahun dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
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KOMITE DEWAN KOMISARIS
a. Komite Audit
1) Pengangkatan dan Pemberhentian

a) Komite Audit terdiri dari Ketua dan Anggota.

b) Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh
Dewan Komisaris.

c) Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan
Anggota Dewan Komisaris Independen atau yang dapat bertindak
independen.

d) Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris
atau dari luar Perusahaan.

e) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan
kepada RUPS.

f) Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris
berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota
Dewan Komisaris berakhir.

g) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai
Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka
Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris
lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

2) Tugas

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam

pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab

langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas untuk :

a) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem
pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal
auditor dan internal auditor;

b) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh
Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;

c) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem
pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

d) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan
terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;

e) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan
Komisaris lainnya.

f)  Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan Dewan Komisaris
yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.

3) Masa Jabatan
Masa jabatan Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota
Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu
kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak
Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
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4) Persyaratan

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:

a) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman
kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;

b) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat
menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap
Perusahaan;

c) Mampu bekomunikasi secara efektif;

d) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
dan

e) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika
diperlukan.

Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang
pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan
salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.

5) Penghasilan

a) Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

b) Penghasilan Anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal
sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

c) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit
tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain
penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

b. Komite Pemantau Manajemen Risiko
1) Pengangkatan dan Pemberhentian

a) Komite Pemantau Manajemen Risiko terdiri dari Ketua dan Anggota.

b) Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

c) Ketua Komite Manajemen Risiko adalah anggota Dewan Komisaris.

d) Anggota lain dapat dijabat oleh Dewan Komisaris atau berasal dari luar
Perusahaan.

e) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite
Pemantau Manajemen Risiko dilaporkan kepada RUPS.

f)  Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan
anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa
jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

g) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai
Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko berhenti sebagai anggota
Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko
wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
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2) Tugas

Komite Pemantau Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dan bersifat
mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan
bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite
Manajemen Risiko, yaitu:

a) Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perusahaan yang
mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem
dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian intern
Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.

b) Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang
digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi
penyempurnaan lebih lanjut.

c) Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan
manajemen risiko Perusahaan.

d) Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan.

e) Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perusahaan.

f)  Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan
tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk
Management (ERM) dalam Perusahaan.

g) Mengukur efektivitas masing-masing komponen dan ERM yang telah
diterapkan di Perusahaan. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) Masa Jabatan
Masa jabatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang bukan
merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak
mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.

4) Persyaratan

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko harus memenuhi

persyaratan:

a) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja
yang cukup yang berhubungan dengan manajemen risiko Perusahaan;

b) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat
menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan;

c) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang risiko usaha
Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
menyelesaikan tugasnya;

d) mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.
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5) Penghasilan

a) Penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan
oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan
Perusahaan.

b) Penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
sebagaimana dimaksud pada huruf a) berupa honorarium maksimal
sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

c) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak
diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain
penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

c. Tata Kerja Komite
1) Piagam Komite
a) Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite berdasarkan usulan
Komite.
b) Asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk
didokumentasikan.
c) Piagam ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.
d) Muatan Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
sedangkan muatan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko
disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris.

2) Rencana Kerja dan Penganggaran
a) Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan
menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite kepada

Dewan Komisaris untuk ditetapkan.

b) Rencana kerja Komite Audit minimal memuat telaah untuk
memastikan:

e Efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan
rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen
beserta pelaksanaannya.

e Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI.

e Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan
oleh auditor eksternal dan SPI.

e Telah ada prosedur review yang memuaskan terhadap segala
informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

e Self-assessment kinerja Komite Audit.

c) Rencana kerja Pemantau Manajemen Risiko memuat:

e Kesesuaian rencana kerja komite disesuaikan dengan piagam
komite Pemantau Risiko.

e Self-assessment kinerja Komite pemantau Manajemen Risiko.

d) Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite disampaikan
kepada Direksi untuk diketahui.
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e) Komite melaporkan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan
kepada Dewan Komisaris.

3) Rapat-rapat Komite

a) Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan
ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam
anggaran dasar.

b) Jumlah rapat dan agenda yang dibahas sesuai rencana kerja Komite.

c) Kegiatan lain yang dilakukan sesuai dengan tugas Dewan Komisaris.

d) Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang
ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.

e) Risalah memuat hasil-hasil analisis, telaahan dan evaluasi atas acara
yang diagendakan.

f)  Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan
Komisaris. Sedangkan risalah asli diserahkan kepada Sekretaris Dewan
Komisaris untuk disimpan di Perusahaan.

g) Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan
triwulanan dan laporan tahunan Komite.

4) Pelaporan

a) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib
menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap
pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

b) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada
Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
Komite. Laporan minimal memuat:

e Perbandingan realisasi kegiatan dengan rencan kerja dan
anggaran tahunan Komite.

e Substansi hasil kegiatan.

e Rekomendasi yang diberikan.

5) Akses dan Kerahasiaan Informasi

Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat
mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta
sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada
Dewan Komisaris. Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan
informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun eksternal dan
hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

6) Evaluasi Kinerja

Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan
menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris.
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7) Lain-lain

Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka
institusi dimana anggota Komite tersebut berasal tidak boleh memberikan
jasa kepada Perusahaan. Anggota Komite yang berasal dari luar
Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan
semenda sampai derajat ketiga baik menurut garus lurus maupun garis ke
samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perusahaan.

Dalam rangka efisiensi, Dewan Komisaris dapat menetapkan pelaksanaan
fungsi Komite Lain dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai
dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu (ad hoc). Honorarium
pelaksana fungsi Komite secara ad hoc ditetapkan oleh Dewan Komisaris
sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

3. LARANGAN ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris serta Anggota Komite yang bukan
merupakan Anggota Dewan Komisaris, tidak boleh merangkap sebagai:
a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada
BUMN/perusahaan lain;
c. Anggota komite lain pada Perusahaan; dan/atau
d. Anggota komite pada BUMN/perusahaan lain.
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BAB IV

PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA
DEWAN KOMISARIS DAN ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

A. PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN/PEMBELAJARAN SECARA BERKELANJUTAN

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
1. Program Pengenalan
Dewan Komisaris yang baru diangkat, harus mengikuti program pengenalan yang
diselenggarakan oleh perusahaan.

Materi program pengenalan setidaknya memuat:
a. Prinsip-prinsip GCG;

b. Gambaran umum Perusahaan;

c. Kewenangan yang didelegasikan;

d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
Mekanisme :

a. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program
pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

b. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan
perusahaan.

c. Pelaksanaan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru
diangkat dapat dilakukan dalam rapat khusus program pengenalan bagi
Komisaris baru atau bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris.

d. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat secara aktif mengikuti rangkaian
program pengenalan perusahaan sesuai agenda yang disusun misalnya
kehadiran pemaparan, kunjungan dll.

e. Program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
terbitnya surat keputusan mengenai pengangkatan Dewan Komisaris.

2. Program Pelatihan/Pembelajaran

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan

kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

a. Rencana kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris dimuat dalam
rencana kerja Dewan Komisaris dan menjadi bagian dari RKAP tahun berjalan.

b. Rencana kerja pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris dianggarkan secara
terpisah dari rencana pelatihan untuk karyawan.

c. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai
dengan rencana kerja Dewan Komisaris.

d. Sekretaris Dewan Komisaris menyusun laporan tentang hasil pelatihan yang
telah dijalani anggota Dewan Komisaris.
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B.

PEMBAGIAN TUGAS DAN MENETAPKAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIBUTUHKAN UNTUK

MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS
1. Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melakukan pembagian tugas secara
jelas diantara anggota Dewan Komisaris.

a.

Mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian
tugas di antara anggota Dewan Komisaris.

Pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris ditetapkan secara formal
dalam penetapan Dewan Komisaris.

Pembagian tugas Dewan Komisaris mencakup seluruh bidang tugas Direksi.
Terdapat penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua/wakil/anggota
Komite Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan
Komisaris.
a. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan secara formal melalui

mekanisme:
1) pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris;
2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).

Tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Dewan Komisaris

Pengambilan keputusan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi dilakukan
sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan, yaitu berkisar 7 — 14 hari kerja
sejak usulan tindakan dan kelengkapan dokumen diterima oleh Organ Dewan
Komisaris.

Tingkat kesegeraan pengkomunikasian keputusan Dewan Komisaris kepada
Direksi

Dewan Komisaris harus mengkomunikasian keputusan Dewan Komisaris
kepada Direksi maksimal 7 hari kerja sejak disahkan/ditandatangani.

Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat
Dewan Komisaris secara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara
tertulis oleh semua anggota Dewan Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris
tersebut mempunyai daya mengikat dengan kekuatan hukum yang sama
dengan keputusan Dewan Komisaris yang dihasilkan Rapat Dewan Komisaris
secara fisik.

3. Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/
target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS.

a.

Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAP) Dewan
Komisaris menggunakan perangkat Dewan Komisaris.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dilakukan
dengan mempertimbangan RKAP.

Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris memuat hal-hal sebagai
berikut:
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1) indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran
keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi.

2) Rencana kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris

3) rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan
anak perusahaan dalam RKT Dewan Komisaris

4) pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham

5) rencana penelaahan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Direksi dalam Rencana Kerja Komisaris.

Komite Dewan Komisaris melakukan telaahan/analisis atas rancangan RKAP

Dewan Komisaris dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris.

Pembahasan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dilakukan

dalam kegiatan Rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mengesahkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan

rencana kerja Dewan Komisaris.

Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris kepada

Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP tepat waktu.

Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris disampaikan secara

tertulis kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.

Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai
kewenangannya.

a.

Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi tentang kebutuhan informasi

yang harus disediakan oleh Direksi, baik yang berkala maupun insidentil,

standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi

tersebut oleh Direksi.

Jenis informasi yang harus disediakan oleh Direksi, meliputi:

1) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

2) Rencana Kerja Perusahaan (RKAP)

3) Laporan Manajemen

4) Laporan Keuangan

5) Laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan

6) Laporan Pengendalian Internal

7) Annual Report

8) Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

9) Laporan hasil audit internal maupun eksternal beserta monitoring tindak
lanjut atas hasil temuan

10) Laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran

11) Laporan Pelaksanaan Penerapan GCG

12) Laporan Manajemen Risiko

13) Laporan sertifikasi produk

14) Laporan pelaksanaan sistem Teknologi Informasi

Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan

Komisaris, maka terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta
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informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya baik melalui surat atau
pembahasan dalam rapat.

C. PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN RJPP DAN RKAP YANG DISAMPAIKAN

OLEH DIREKSI

1.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RIPP vyang

disampaikan oleh Direksi.

a. Dewan Komisaris menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan proses
persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi.

b. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RIPP vyang
disampaikan oleh Direksi, baik melalui proses pembahasan internal maupun
rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

1) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris.

2) Hasil telaah rancangan RIPP dibuat secara tertulis dalam Risalah rapat
internal Dewan Komisaris atau Rapat Komite Dewan Komisaris.

3) Dewan Komisaris memastikan hasil telaah rancangan RIPP
dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.

c. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RIPP
dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS.

1) Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai
rancangan RJPP kepada RUPS.

2) Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris diberikan dalam jangka
waktu sesuai ketentuan/kebijakan.

d. Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan
RIPP.

1) Tanggapan mencakup semua aspek strategis RJPP
2) Persepsi atas tingkat kecukupan kualitas tanggapan Dewan Komisaris
terhadap rancangan RJPP.

e. Tingkat kesegeraan untuk pemberian persetujuan rancangan RIPP vyaitu
maksimal 30 hari kerja sejak rancangan RJPP dan kelengkapan dokumen
diterima oleh Organ Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP vyang

disampaikan oleh Direksi.

a. Dewan Komisaris menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan proses
persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi.

b. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang
disampaikan oleh Direksi, baik melalui proses pembahasan internal maupun
rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

1) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris.

2) Hasil telaah rancangan RKAP dibuat secara tertulis dalam Risalah rapat
internal Dewan Komisaris atau Rapat Komite Dewan Komisaris.
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3) Dewan Komisaris memastikan hasil telaah rancangan RKAP
dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.

Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP

dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS.

1) Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai
rancangan RKAP kepada RUPS.

2) Tanggapan rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris diberikan dalam jangka
waktu sesuai ketentuan/kebijakan.

3) Terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras
dengan RIJPP.

Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan

RKAP.

1) Tanggapan mencakup aspek penting dalam operasional dan target-target
kinerja.

2) Persepsi atas tingkat kecukupan kualitas tanggapan Dewan Komisaris
terhadap rancangan RKAP.

Tingkat kesegeraan untuk pemberian persetujuan rancangan RKAP vyaitu

maksimal 30 hari kerja sejak rancangan RKAP dan kelengkapan dokumen

diterima oleh Organ Dewan Komisaris.

D. PEMBERIAN ARAHAN TERHADAP DIREKSI ATAS IMPLEMENTASI RENCANA DAN

KEBIJAKAN PERUSAHAAN.

1. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai
perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada
usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.

a.

Ruang lingkup informasi lingkungan bisnis dan permasalahan yang diperkirakan
berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu
mendapat perhatian Dewan Komisaris, antara lain:

Perubahan kebijakan pemerintah;

Perubahan anggaran dasar perusahaan;

Penurunan kinerja perusahaan;

Perubahan struktur organisasi perusahaan;

Dst.

vk wN e

Mekanisme pemberian arahan yang dilakukan Dewan Komisaris:

1) Pemberian arahan dari Dewan Komisaris dilakukan atas dasar inisiatif
mandiri dari Dewan Komisaris dan/atau permintaan arahan dari Direksi
tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan.

2) Dewan Komisaris melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini
tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi
perusahaan.

3) Dewan Komisaris melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang
perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.

4) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).
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5) Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil
telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan
permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian
persetujuan jika respon perusahaan termasuk dalam kewenangan Dewan
Komisaris.

6) Jika isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang
mempengaruhi usaha perusahaan, terdapat respon Dewan Komisaris
melakukan telaah kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan
lingkungan bisnis tersebut.

7) Arahan kepada Direksi mengenai isu-isu terkini tentang perubahan
lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, dilakukan
secara tertulis melalui surat atau pembahasan dalam rapat gabungan
Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan,
permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan
karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun
penyampaian oleh Direksi.

a.

Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders dibahas secara
intensif oleh Dewan Komisaris dan pembahasan menghasilkan simpulan
berupa saran penyelesaian kepada Direksi.

Mekanisme pemberian arahan yang dilakukan Dewan Komisaris:

1) Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholder
yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

2) Komite Komisaris melakukan proses telaah dan memberikan saran/analisis
kepada Dewan Komisaris secara tertulis.

3) Dewan Komisaris menyampaikan saran penyelesaian atas saran, harapan,
permasalahan dan keluhan kepada Direksi, baik secara tertulis melalui
surat atau dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa semua permasalahan hubungan
dengan stakeholder yang berdampak pada kinerja perusahaan sudah
dibahas oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian
intern perusahaan.

a.

Dewan Komisaris membuat rencana mengenai pengawasan dan pemberian
nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan
pelaksanaannya dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Dewan Komisaris.
Mekanisme pemberian arahan yang dilakukan Dewan Komisaris:
1) Melakukan telaah atas:
a) kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
b) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas;
c) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat
operasional/aktivitas;
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d) internal control report.

2) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

3) Komite Komisaris memberikan saran/analisis kepada Dewan Komisaris
secara tertulis.

4) Dewan Komisaris menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas
sistem pengendalian intern kepada Direksi.

5) Dewan Komisaris memastikan kualitas arahan Dewan Komisaris tentang
peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern yang disampaikan
kepada Direksi, dengan memberikan masukan atas kebijakan dan
pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan seluruh unsur
pengendalian intern pada tingkat entitas dan kegiatan.

4. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.

a.

Dewan Komisaris membuat rencana mengenai pengawasan dan pemberian
nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan
dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Dewan Komisaris.
Mekanisme pemberian arahan yang dilakukan Dewan Komisaris:
1) Melakukan telaah atas:
a) kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (termasuk
rencana kerja unit manajemen risiko),
b) hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya,
dan
c) laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh
Direksi.
2) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).
3) Komite Dewan Komisaris menyampaikan hasil telaah atas kebijakan dan
pelaksanaan manajemen risiko perusahaan kepada Dewan Komisaris.
4) Dewan Komisaris menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas
kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan kepada Direksi.
5) Dewan Komisaris memastikan kualitas arahan Dewan Komisaris tentang
manajemen risiko perusahaan yang disampaikan kepada Direksi, dengan
memberikan masukan mencakup keseluruhan proses manajemen risiko
(antara lain identifikasi, penilaian, respon, mitigasi risiko).

5. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang
digunakan perusahaan.

a.

Dewan Komisaris membuat rencana mengenai pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap

kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya dalam

Rencana Kerja Tahunan Komite Dewan Komisaris.

Mekanisme pemberian arahan yang dilakukan Dewan Komisaris:

1) Melakukan telaah atas kebijakan sistem teknologi informasi dan
pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
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2) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

3) Komite Dewan Komisaris menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil
telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan
pelaksanaannya.

4) Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan
dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.

5) Dewan Komisaris memastikan kualitas arahan Dewan Komisaris tentang
sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya, dengan
memberikan arahan mencakup aspek TI sesuai master plan Tl dan
kebutuhan perkembangan TI.

6. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan
pengembangan karir.

a.

Dewan Komisaris membuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat

terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang

manajemen karir, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di

perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam Rencana Kerja Tahunan

Komite Dewan Komisaris.

Mekanisme pemberian arahan yang dilakukan Dewan Komisaris:

1) Melakukan telaah atas:

a) kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi
penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi
perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi;

b) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.

2) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

3) Komite Dewan Komisaris menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil
telaah atas kebijakan/rancangan kebijakan pengelolaan sumber daya
manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan
prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan
kebijakan tersebut.

4) Berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas rencana suksesi dan
pelaksanaannya, Dewan Komisaris = memberikan saran peningkatan
kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang
manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan
demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Direksi.

5) Dewan Komisaris memastikan kualitas arahan Dewan Komisaris tentang
kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya dengan memberikan
arahan mencakup hal-hal penting dalam kebijakan suksesi manajemen &
pelaksanaannya.

7. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia (SAK).
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a. Dewan Komisaris membuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat

terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam Rencana

Kerja Tahunan Komite Dewan Komisaris.

Mekanisme pemberian arahan yang dilakukan Dewan Komisaris:

1) Melakukan telaah atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan triwulanan dengan
dengan manajemen ataupun auditor eksternal.

2) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

3) Komite Dewan Komisaris menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil
telaah/simpulan atas kebijakan/rancangan dan pelaksanaan kebijakan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4) Berdasarkan hasil telaah, Dewan Komisaris memberikan saran kepada
Direksi Menyampaikan kepada Direksi tentang saran peningkatan
kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. tentang kebijakan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.

5) Dewan Komisaris memastikan kualitas memadai atas saran Dewan
Komisaris Pengawas atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan beserta penerapannya, dengan memberikan saran mencakup
hal-hal penting dalam kebijakan akuntansi (IFRS).

8. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan
pelaksanaannya.

a.

Dewan Komisaris membuat rencana mengenai pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta

pelaksanaannya dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Dewan Komisaris.

Mekanisme pemberian arahan yang dilakukan Dewan Komisaris:

1) Melakukan telaah dan pembahasan atas kebijakan pengadaan dan
pelaksanaannya.

2) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

3) Komite Dewan Komisaris menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil
telaah atas kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.

4) Berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan
dan pelaksanaannya Dewan Komisaris memberikan saran peningkatan
kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya ke Direksi.

5) Dewan Komisaris memastikan kualitas yang memadai atas saran Dewan
Komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya yang
disampaikan kepada Direksi, dengan memberikan masukan mencakup
kebijakan dan praktik pengadaan barang dan jasa.

28




KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIiI

Nomor KEP/1.1/310/1V/2018 PEDOMAN HUBUNGAN KERJA Revisi
SK/DEKOM/01/I1V/2018 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ke i 02
Tanggal 24 April 2018 PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIiI

E.

9. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan
serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

a.

Dewan Komisaris membuat rencana mengenai pengawasan dan pemberian
nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan
tersebut dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Dewan Komisaris.

Mekanisme pemberian arahan yang dilakukan Dewan Komisaris:

1) Melakukan telaah dan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan
pelayanan beserta pelaksanaannya.

2) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

3) Komite Dewan Komisaris menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil
telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.

4) Berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan mutu dan
pelayanan beserta pelaksanaannya, Dewan Komisaris memberikan saran
peningkatan kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan
tersebut ke Direksi.

5) Dewan Komisaris memastikan kualitas yang memadai atas saran Dewan
Komisaris mengenai kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan
kebijakan tersebut, dengan memberikan saran mencakup kebijakan dan
praktik pengelolaan mutu.

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI ATAS IMPLEMENTASI RENCANA

DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

1. Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam
menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak
ketiga.

a.

Dewan Komisaris membuat rencana kerja mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan perusahaan dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar
serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang
dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga dalam Rencana Kerja Tahunan

Komite Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan

dalam menjalankan peraturan perundang-undangan vyang berlaku dan

anggaran dasar serta perjanjian dengan pihak ketiga, dengan melakukan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Melakukan telaahan dan pembahasan atas kepatuhan Direksi terhadap
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis
perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan
lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga. Termasuk yang ditelaah
adalah:

a) Laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik yang
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mengaudit laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang
dilaksanakan oleh BPK Rl mengenai kepatuhan terhadap perundang-
undangan yang berlaku;

b) Hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas
rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan
dilakukan oleh perusahaan;

c) Kinerja kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non
litigasi;

d) Kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan dan permasalahan
yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang
berlaku.

2) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

3) Komite Dewan Komisaris menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil
telaahan/simpulan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan
perundangan-undangan dan Anggaran Dasar serta seluruh perjanjian dan
komitmen dengan pihak ketiga.

4) Berdasarkan hasil telaahan tersebut, Dewan Komisaris memberikan
arahan/nasehat kepada Direksi.

5) Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada
RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris (semesteran dan tahunan).

6) Dewan Komisaris memastikan kualitas yang memadai atas pengawasan
dan hasil evaluasi Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam
menjalankan perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau RIPP,

dengan:
a) melakukan evaluasi mencakup seluruh aspek yang tertuang dalam
RKAP.

b) lJika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan
pembahasan dan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan
melaporkan kepada Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.

c) Dewan Komisaris telah melaporkan hal tersebut di atas kepada
PS/RUPS/pemilik modal.

F. PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANAK
PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN.
1. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak
perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
a. Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan
perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.

1) Terdapat proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak
perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja anak
perusahaan/Perusahaan Patungan terkait dengan visi pengembangan
usaha perusahaan, baik melalui proses pembahasan internal maupun
rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
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2) Dewan Komisaris memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah
pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan
visi pengembangan usaha perusahaan.

3) Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan
seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

Kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan

anak perusahaan.

1) Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap kebijakan dan pengelolaan
anak perusahaan, dengan menggunakan asumsi-asumsi yang relevan.

2) Persepsi atas tingkat kecukupan kualitas arahan dan masukan terhadap
kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan.

2. Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.

a.

Dewan Komisaris memberikan masukan/pendapat tertulis kepada Direksi
tentang bakal calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan
patungan.

Pemberian pendapat Dewan Komisaris (paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya Bakal Calon Direksi dan Dewan Komisaris
anak perusahaan/perusahaan patungan).

PENCALONAN ANGGOTA DIREKSI, PENILAIAN KINERJA DIREKSI (INDIVIDU DAN

KOLEGIAL) DAN PENGUSULAN TANTIEM/INSENTIF KINERJA SESUAI KETENTUAN YANG

BERLAKU.
1. Pencalonan Anggota Direksi

a.

Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang
Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.

Dewan Komisaris melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan
terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan
kepada Pemegang Saham.

Proses telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan
Komisaris).

Dewan Komisaris menyampaikan usulan calon-calon anggota Direksi yang baru
kepada RUPS.

2. Penilaian Kinerja Direksi

a.

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi dan melaporkan hasil penilaian
tersebut kepada Pemegang Saham.

Dewan Komisaris mencantumkan rencana kerja pemantauan kinerja Direksi
dan pelaporan kepada Pemegang Saham dalam rencana kerja tahunan.
Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi dilakukan berdasarkan telaahan
kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak
Manajemen Direksi, baik secara kolegial maupun secara individu dengan
realisasi pencapaiannya.
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d. Proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

e. Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial
dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
secara semesteran dan tahunan.

3. Pengusulan Remunerasi Direksi

a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi.

b. Dewan Komisaris mencantumkan rencana kerja penelaahan remunerasi Direksi
dan pelaporan kepada Pemegang Saham dalam rencana kerja tahunan.

c. Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja
Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.

d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

e. Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan
fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.

H. TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

a. Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan
kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan
benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS.

a. Penandatangan surat pernyataan bahwa Komisaris tidak memiliki benturan
kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.

1) Untuk pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan
pernyataan tersebut sebagai lampiran atau bagian dari Kontrak Kinerja
atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.

2) Bila dalam periode pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengalami
(potensi) benturan kepentingan terdapat surat pernyataan Dewan
Komisaris mengenai hal tersebut dan disampaikan kepada Pemegang
Saham.

b. Penandatangan Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan
Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan
persetujuan RUPS.

b. Dewan Komisaris wajib melaporkan tentang kepemilikan saham pada perusahaan
tersebut dan perusahaan lainnya oleh Komisaris dan anggota keluarga di Daftar
Khusus yang diadministrasikan Sekretaris Perusahaan.

I. PEMANTAUAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.

1. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

a. Dewan Komisaris mencantumkan rencana kerja pemantauan prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan
Komisaris.

b. Dewan Komisaris melakukan pemantauan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik dengan:
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1) Melakukan telaah terhadap :

a) Laporan Hasil Assessment/Review atas Pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis
lainnya, serta memantau tindak lanjut area of improvement hasil
assessment GCG oleh Direksi;

b) Laporan GCG yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

2) Menindaklanjuti area of improvement hasil assessment/review GCG yang
menjadi kewenangannya.

3) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

4) Hasil telaah Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.

2. Pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.

a. Dewan Komisaris menyusun Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris
beserta target-targetnya dan diusulkan kepada RUPS setiap tahun bersamaan
dengan penyampaian rencana kerja tahunan perusahaan untuk mendapatkan
persetujuan/pengesahan.

b. Dewan Komisaris dan/atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi
pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembahasan
dilakukan dalam media Rapat dan didokumentasikan dalam risalah rapat.

c. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

J. PENYELENGGARAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris menyusun dan memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan
Komisaris yang memadai dan memuat:
a. Etika rapat:
c. Tata penyusunan risalah rapat;
d. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya;
e. Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait
dengan usulan Direksi.

2. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku
dan/atau anggaran dasar.

a. Dewan Komisaris menyusun rencana kerja penyelenggaraan rapat internal
Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat
Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan
yang berlaku.

b. Dewan Komisaris melaksanakan rapat dengan jumlah dan agenda yang dibahas
sesuai dengan yang direncanakan.

c. Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris. Bagi
Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris
dibuatkan surat kuasa dan dicantumkan penjelasan ketidakhadiran dalam rapat
tersebut dalam Risalah Rapat.
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3. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat

sebelumnya. Hasil pembahasan atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya
dicantumkan di risalah rapat.
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BAB V
DIREKSI DAN ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
A. DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang bertugas menjalankan segala tindakan yang
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun
di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian
dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan
Perseroan, dengan tetap mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan dan melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

1. Persyaratan
a. Persyaratan formal:

Direksi Perseroan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan

perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

pernah:

1) dinyatakan pailit;

2) menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan
pailit;

3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan.

b. Persyaratan Materiil:
1) keahlian;
2) integritas;
3) kepemimpinan;
4) pengalaman;
5) jujur;
6) perilaku yang baik; dan
7) dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

c. Persyaratan Lainnya:

1) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik
menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda
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(menantu/ipar) antar sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi
dengan anggota Dewan Komisaris;

2) Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur atau Dewan Komisaris pada
BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta serta jabatan lain yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung atau tidak
langsung dengan perusahaan;

3) Tidak memiliki benturan kepentingan terhadap perusahaan dalam
melaksanakan tugas;

4) Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test); dan

5) Persyaratan lainnya berasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keanggotaan

Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS disesuaikan dengan kebutuhan
perseroan. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua)
anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal Rapat Umum
Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut,
maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan Direksi.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Etika Jabatan Direksi
a. Etika berkaitan dengan Keteladanan
1) Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the
highest ethical standar di Perusahaan, salah satu caranya adalah dengan
menjadikan dirinya sebagai teladan uang baik bagi Karyawan Perusahaan.
2) Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung
kejujuran sebagai nilai tinggi yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya
baik secara lisan maupun tertulis serta dalam sikap dan tindakan.
3) Toleransi dalam sikap dan tindakan, santun dalam menyatakan pendapat
baik secara lisan maupun tertulis.
4) Menghormati keputusan Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan atau
RUPS.
5) Memiliki orientasi untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.
6) Terus menerus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai
masalah yang berkaitan dalam pengurusan Perusahaan.
7) Mengambil sikap, menyampaikan pendapat dan melakukan tindakan
sebagai pribadi yang bersangkutan harus secara jelas dan tegas
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menyatakan bahwa sikap, pendapat atau tindakannya itu adalah sebagai
pribadi.

8) Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur
obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan
yang seimbang dengan kepentingan para Stakeholders.

9) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menempatkan kepentingan
Perusahaan di atas kepentingan pribadi.

b. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta kebijakan
Perusahaan.

c. Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan dan Keuntungan Pribadi Selama

Menjabat

Direksi tidak diperkenankan untuk:

1) Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri,
keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.

2) Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji dan
fasilitas yang diterimanya sebagai Direksi yang ditentukan oleh RUPS.

3) Menggunakan aset dan informasi Perusahaan atau jabatannya selaku
Direksi untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain yang bertentangan
perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.

4) Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Direksi
harus mengungkapkan informasi dan selalu menjaga informasi Perusahaan
yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

d. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan

1) Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan
kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan
Perusahaan selain penghasilan yang sah.

2) Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau
keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain termasuk bila tidak
memiliki kepemilikan saham serta secara berkala setiap akhir tahun
melakukan pembaharuan (updating) dan wajib memberitahukan bila ada
perubahan data sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

3) Direksi tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi
kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan
Perusahaan.

4) Dilarang memiliki jabatan rangkap pada waktu yang bersamaan menjadi
Direksi atau Anggota Direksi pada perusahaan lain dalam pasar yang
bersangkutan yang sama, memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan atau
jenis usaha serta secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang
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dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

5) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a) Anggota Direksi pada BUMN, BUMD atau Badan Usaha milik swasta
atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

b) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada insantansi/lembaga
pemerintah pusat dan daerah.

c) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengurus partai dan atau calon anggota legislatif.

6) Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya
dalam melaksanakan tugas.

7) Melakukan pengungkapan dalam hal terjadinya benturan kepentingan dan
Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses
pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut.

8) Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan
apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu
termasuk dan tidak terbatas pada pejabat /karyawan di lingkungan instansi
Pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan
sumbangan termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
di Perusahaan.

9) Tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (insider trading).

10) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1) Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan baik
langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan atau
dari Pelanggan maupun Pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau
sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya
sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

2) Direksi tidak menerima baik langsung maupun tidak langsung, imbalan dan
atau hadiah dan atau hibah dan atau sumbangan dan atau entertainment
dalam bentuk apapun dari pihak manapun di luar Direksi, atas apa yang
telah dilaksanakannya dalam hubungannya dengan fungsi dan tugas
Direksi atau dalam kedudukannya sebagai Direksi.

3) Imbalan, hadiah, hibah dan sumbangan pada angka 2) tidak termasuk
honorarium, uang transportasi, penggantian biaya perjalanan dan
penginapan atau cindera mata, yang diberikan kepada Direksi.

5. Tanggung Jawab
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian
perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung
jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi, kecuali dapat
dibuktikan bahwa:
= kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
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= telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

= tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung
atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

= telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
tersebut.

Selain itu, Direksi juga memiliki tanggung jawab terhadap struktur pengendalian
internal dan penerapan manajemen risiko serta praktik-praktik tata kelola
perusahaan yang baik. Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi di PTPN
VIl sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk BUMN Perkebunan serta
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Disamping itu, Direksi juga
melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan tugas SPI dan Sekretaris
Perusahaan dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan
dari Dewan Komisaris.

6. Wewenang
a. Direksi berwenang untuk:

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;

2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa
orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau
mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa
orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau
kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar
pengadilan;

4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi
pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua
dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang
ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari PTPN Il (Persero);

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan
peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;

7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di
dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.
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b. Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan

Komisaris, yaitu:

1) Mengagunkan aset tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai
dengan 5 (lima) tahun));

2) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka
waktu di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa
kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama
Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun
Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build
Transfer Operate /BTO), kerja sama usaha dan kerja sama lainnya;

3) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (DI ATAS
5 (lima) tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena
transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan
Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan
Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

4) Menghapuskan dari pembukuan atas (i) piutang macet, (ii) persediaan
barang mati, dan (iii) aset tetap karena kondisi tertentu, yaitu aset tetap
yang hilang, musnah, total lost, biaya pemindahtanganannya lebih besar
dari pada nilai ekonomis yang diperoleh dari hasil pemindahtanganan,
dibongkar, tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh Perseroan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap;

5) Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

6) Membentuk vyayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat
berdampak bagi Perseroan;

7) Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan,
organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun
tidak langsung dengan Perseroan;

8) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;

9) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala
Satuan Pengawas Internal.

c. Kewenangan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis dari Dewan

Komisaris dan persetujuan dari RUPS, yaitu:

1) Mengagunkan aset tetap untuk penarikan  kredit jangka
menengah/panjang (di atas 5 (lima) tahun));

2) Mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist);

3) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perseroan;

4) Pembelian kembali saham Perseroan (buy back);

5) Melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka
waktu di atas 10 (sepuluh) tahun berupa kerjasama lisensi, kontrak
manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna
Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own
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6)

7)

8)

9)

10)
11)

Transfer/BOwWT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO),
kerjasama usaha dan kerjasama lainnya;

Melakukan dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk pinjam
pakai;

Mengalihkan aset tetap Perseroan, kecuali aset tetap bergerak dengan
umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai
dengan 5 (lima) tahun;;

Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain (termasuk
penambahan penyertaan modal pada anak perusahaan/perusahaan
patungan) dan  penyertaan modal untuk pendirian  anak
perusahaan/perusahaan patungan;

Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau
melepaskan  penyertaan, pemisahan, dan pembubaran anak
perusahaan/perusahaan patungan;

Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

Melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP, kecuali
penggantian Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan
patungan.

d. Pendelegasian Kewenangan

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Direksi dapat melakukan penyerahan sebagian kewenangannya kepada
seseorang atau beberapa orang anggota Direksi lainnya, seseorang atau
beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama atau kepada orang lain di luar perusahaan melalui pendelegasian
wewenang.

Pendelegasian wewenang dapat dilakukan melalui surat keputusan, surat
edaran atau surat kuasa.

Pihak yang mendapatkan pendelegasian wewenang wajib menjalankan
dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara berkala kepada Direksi.

Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang yang telah
didelegasikannya.

Dalam pengelegasian wewenang kepada anggota Direksi lainnya, perlu
ditetapkan ketentuan mengenai bentuk-bentuk keputusan direksi yang
dapat diambil olehnya.

Pendelegasian wewenang tidak melepaskan tanggung jawab Direksi.
Dalam hal ini pengangkatan seseorang oleh Direksi menjadi pekerja
perusahaan dengan tugas dan jabatan tertentu, yang bersangkutan secara
otomatis telah memperoleh sebagian kewenangan Direksi untuk mengurus
perusahaan.

7. Kewajiban
a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
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b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya
kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan
pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.

Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan
Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai
hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai
akibat penghapusbukuan piutang.

Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
Laporan Tahunan;

Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak
Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan
Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi,
Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud
pada huruf d dan e serta dokumen perseroan lainnya;

Menyimpan di tempat kedudukan perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar
Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
perseroan serta dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada
huruf k;

Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan
Komisaris dan/atau Pemegang Saham;

Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan
tugasnya;

Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta
anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
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g. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan; dan

8. Hak

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Memperoleh penghasilan yang jumlahnya ditetapkan dalam RUPS dan
dituangkan dalam bentuk keputusan Direksi.

Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan
kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambar 30 (tiga
puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.

B. ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
1. Sekretaris Perusahaan

a.

d.

Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan, dengan

mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan adalah organ pendukung Good Corporate Governance

yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme

internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

1) memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan
keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

2) memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

3) sebagai penghubung (liaison officer); dan

4) menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat
Dewan Komisaris dan Risalah RUPS.

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi fungsi sekretaris perusahaan.

2. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

a.

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern dengan membentuk

Satuan Pengawasan Intern dan membuat Piagam Pengawasan Intern.

Satuan Pengawasan Intern adalah organ pendukung Good Corporate

Governance yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal

perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Fungsi pengawasan intern adalah:

1) Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen
risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;

2) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di
bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi,
dan kegiatan lainnya.
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d. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern
secara periodik kepada Dewan Komisaris dan menjaga serta mengevaluasi
kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Atas permintaan tertulis
Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pelaksanaan tugas
Satuan Pengawasan Intern.

e. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang
diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil
pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
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BAB VI

PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA
DIREKSI DAN ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

A. PROGRAM PENGENALAN DAN PELATIHAN/PEMBELAJARAN

1. Program Pengenalan
Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan
oleh perusahaan.

Materi program pengenalan setidaknya memuat:
a. Prinsip-prinsip GCG;

b. Gambaran umum Perusahaan;

c. Kewenangan yang didelegasikan;

d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
e. Informasilainnya yang dianggap perlu.
Mekanisme :

a. Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan program
pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat.

b. Anggota Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan
perusahaan.

c. Pelaksanaan program pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru diangkat
dapat dilakukan dalam rapat khusus program pengenalan bagi Direksi baru
atau bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Direksi.

d. Anggota Direksi yang baru diangkat secara aktif mengikuti rangkaian program
pengenalan perusahaan sesuai agenda yang disusun misalnya kehadiran
pemaparan, kunjungan dll.

e. Program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
terbitnya surat keputusan mengenai pengangkatan Direksi.

2. Program Pelatihan

Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi

anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

a. Rencana kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi dimuat dalam RKAP tahun
berjalan.

b. Rencana kerja pelatihan bagi anggota Direksi dianggarkan secara terpisah dari
rencana pelatihan untuk karyawan.

c. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan
rencana kerja Direksi.

d. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.
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B. PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Penetapan struktur/susunan organisasi

a. Direksi merancang dan menetapkan struktur organisasi sesuai dengan
kebutuhan perusahaan untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan
organisasi.

b. Direksi menetapkan uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota
Direksi.

c. Direksi menetapkan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk
semua tingkat jabatan di struktur organisasi. Deskripsi pekerjaan menyebutkan
tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan; Spesifikasi pekerjaan
menyebutkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan (knowledge, skill,
abillity) yang dibutuhkan untuk setiap jabatan.

d. Direksi secara tertulis menyampaikan permintaan persetujuan/masukan
kepada Dewan Komisaris atas struktur organisasi yang ditetapkan Direksi.

e. Direksi melakukan diseminasi/sosialisasi struktur organisasi, deskripsi dan
spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur
organisasi kepada karyawan.

2. Penetapan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP)
untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan

a. Direksi menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di
perusahaan.

b. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional
baku (SOP) untuk seluruh proses bisnis utama (core business) dan proses
pendukung (non operasional) perusahaan.

c. Direksi melakukan sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti perusahaan kepada
karyawan yang terkait sehingga karyawan memahami SOP yang terkait dengan
pelaksanaan tugas-tugasnya.

d. SOP untuk proses bisnis inti perusahaan dilaksanakan konsisten dan tidak ada
penyimpangan dalam pelaksanaan SOP (a.l. terlihat dari laporan audit SPI,
audit kualitas, audit eksternal).

e. Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP setiap terjadi
perubahan proses dan kondisi perusahaan, atau secara berkala. Hasil Audit
menjadi masukan dalam penyempurnaan SOP.

b. Pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate action)
a. Mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari:

1) Pengambilan keputusan melalui rapat Direksi;

2) Pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).
Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat
Direksi secara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara
tertulis oleh semua anggota Direksi. Keputusan Direksi tersebut
mempunyai daya mengikat dengan kekuatan hukum yang sama dengan
keputusan Direksi yang dihasilkan Rapat Direksi secara fisik.
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b. Standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.
Standar waktu tersebut ditetapkan sejak usulan tindakan beserta dokumen
pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam Rapat
Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler.

c. Standar waktu tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan
organisasi dibawah direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7
hari kerja sejak disahkan/ditandatangani.

C. PERENCANAAN PERUSAHAAN

1. Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJPP)

a. Direksi menetapkan kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai, yang minimal memuat :

- Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.

- Posisi perusahaan saat ini (adanya analisis SWOT atau analisis peluang
bisnis dan sejenisnya dalam penentuan RKAP).

- Asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.

- Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJPP.

- Lainnya sesuai yang diatur perusahaan.

b. Direksi menyusun rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan
RJPP yang ditetapkan. Proses penyusunan RJPP yang dilakukan oleh Direksi
menggunakan seluruh perangkat di Direksi (Tim Penyusun RJPP).

c. Direksi melakukan reviu dan telaah atas rancangan RJPP yang disusun oleh Tim
Penyusun RJPP.

d. Direksi meminta masukan atau tanggapan dari Dewan Komisaris atas
rancangan RJPP.

e. Direksi membahas masukan atau tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan
RIPP.

f. Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS dan/atau Dewan
Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan. Penyampaian
paling lambat kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Oktober sebelum
periode RJPP tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian
kepada Dewan Komisaris sebelum 30 September tahun berjalan.

g. Direksi melakukan sosialisasi RIPP kepada seluruh karyawan perusahaan agar
karyawan memahami sasaran dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam
RJPP.

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

a. Direksi menetapkan kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memadai, yang minimal memuat:
- Rencana kerja yang dirinci atas misi, sasaran, strategi, kebijakan dan

program kerja.

- Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap program kegiatan.
- Proyeksi keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya.
- Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- Hal lain sesuai yang diperlukan perusahaan.

47




KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIiI

Nomor KEP/I.1/310/1V/2018 PEDOMAN HUBUNGAN KERJA Revisi
SK/DEKOM/01/I1V/2018 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ke ;| 02
Tanggal 24 April 2018 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Viil
b. Direksi menyusun rancangan RKAP yang sesuai dengan pedoman penyusunan

RKAP yang ditetapkan dan rancangan RKAP tersebut merupakan penjabaran
tahunan RIJPP. Proses penyusunan RKAP vyang dilakukan oleh Direksi
menggunakan seluruh perangkat di Direksi (Tim Penyusun RKAP).

Direksi melakukan reviu atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun
RKAP.

Direksi meminta masukan atau tanggapan dari Dewan Komisaris atas
rancangan RKAP.

Direksi membahas masukan atau tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan
RKAP.

Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan
Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan. Penyampaian
paling lambat kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Oktober sebelum
periode RIPP tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian
kepada Dewan Komisaris sebelum 15 September tahun berjalan.

Direksi melakukan sosialisasi RKA kepada seluruh karyawan perusahaan agar
karyawan memahami sasaran dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam
RKAP.

Penempatan Karyawan dan Suksesi Manajemen

a.

Direksi menempatkan karyawan pada setiap level dalam organisasi perusahaan
sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh
jabatan dalam perusahaan.

Direksi menetapkan kebijakan/pedoman perusahaan mengenai manajemen

karir di perusahaan, dan sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di

perusahaan.

Direksi memiliki rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi

perusahaan, yang didukung dengan:

1) Adanya database (list) tentang orang yang memiliki skill dan kompetensi
serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang
ditargetkan dapat tersedia di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan.
Daftar tersebut menyebutkan siapa saja yang dapat mengambilalih
pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun,
meninggal dengan tak terduga.

2) Pelaksanaan seleksi untuk suksesi/promosi pejabat satu level di bawah
Direksi sesuai dengan ketentuan melalui proses assessment.

Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi dibahas

secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi
tersebut.

Direksi membahas masukan dari Dewan Komisaris terkait rencana promosi

dalam Rapat Direksi.

Dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan agar memperhatikan

tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai.
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4. Respon Direksi Terhadap Usulan Peluang Bisnis

a. Terhadap usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota
Direksi/Dewan Komisaris yang berpotensi meningkatkan pendapatan
perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan
manfaat lainnya, Direksi memberikan respon secara tepat waktu dan relevan.

b. Direksi membahas secara intensif dalam Rapat Direksi usulan peluang bisnis
tersebut untuk : (1) mengidentifikasi peluang bisnis dan (2) mengambil
keputusan atas usulan tersebut.

c. Direksi menyampaikan usulan peluang bisnis yang sudah disetujui dalam Rapat
Direksi kepada Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham, disertai dengan
kajian yang komprehensif.

d. Peluang bisnis perusahaan yang dibahas dan disampaikan kepada Dewan
Komisaris merupakan peluang yang belum terlambat untuk ditindaklanjuti.

e. Direksi membahas usulan peluang bisnis tersebut dengan Dewan Komisaris
sebelum keputusan diambil/ditetapkan.

f. Indikator realisasi peluang bisnis mampu memberikan manfaat bagi
perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/dibuat, antara lain:

1) Tidak ada proyek/program/investasi yang bergulir dari tahun sebelumnya
(multiyear) yang terhenti/bermasalah.

2) Tidak ada kondisi force major terhadap rencana yang dijalankan.

3) Tidak ada temuan material/teguran/temuan audit /komplain dari
stakeholders terkait dengan rencana yang dijalankan.

g. Setiap proses yang dilakukan oleh Direksi dalam merespon usulan peluang
bisnis tersebut agar didokumentasikan sebagai bentuk akuntabilitas Direksi.

5. Respon Direksi Terhadap Isu-isu Terkini dari Eksternal

a. Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan
bisnis dan permasalahannya secara tepat waktu dan relevan.

b. Direksi sewaktu-waktu dapat membahas secara internal dalam Rapat Direksi
dengan memperhatikan risiko yang akan dihadapi mengenai isu-isu terkini dari
eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang
berdampak besar bagi usaha dan kinerja perusahaan.

c. Direksi mengambil keputusan yang relevan terkait dengan perubahan
lingkungan bisnis dan permasalahan yang terjadi.

d. Jika perubahan lingkungan bisnis berdampak besar pada usaha perusahaan dan
kinerja perusahaan, Direksi menyampaikan isu-isu tersebut kepada Dewan
Komisaris untuk meminta arahan untuk merespon isu tersebut.

e. Setiap proses yang dilakukan oleh Direksi dalam merespon dan membahas isu-
isu tersebut agar didokumentasikan sebagai bentuk akuntabilitas Direksi.

D. DIREKSI BERPERAN DALAM PEMENUHAN TARGET KINERJA PERUSAHAAN

1. Pelaksanaan Program/Kegiatan Sesuai Dengan RKAP
a. Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil
keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.
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b. Setiap program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris

dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan wewenang yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang
dalam jumlah signifikan diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan
informasi yang cukup, studi/kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap
program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah
terjadinya risiko tersebut.

Proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi dilaksanakan tepat
waktu, sesuai pedoman/mekanisme tentang pengambilan keputusan.

Pengukuran dan Penilaian Kinerja untuk Unit dan Jabatan Dalam Organisasi

a.

Direksi menetapkan sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk
unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif
dan transparan, yang memuat penjelasan mengenai Indikator Kinerja, minimal
berupa formula/rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat
pelaporan, dsb.

Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan
ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi.
Sistem/Pedoman Kinerja disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan
agar karyawan memahami pedoman penilaian kinerja yang digunakan.

Tingkat kecukupan KPl/Indikator kinerja atas uraian tugas/pekerjaan yang
diukur memenuhi: relevansi, kelengkapan, keterwakilan (fairly represent), dan
tepat (appropriate).

Mendukung sistem pengukuran kinerja dengan aplikasi komputer yang
dilengkapi dengan manual aplikasi.

Penetapan Target Kinerja Secara Berjenjang

a.

Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara
berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural)
di organisasi.

Dalam menetapkan target kinerja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai
dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di
dalam organisasi.

2) Target kinerja setiap jabatan adalah turunan dari dan selaras dengan
target kinerja level di atasnya dan RKAP.

3) Target kinerja bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal, ada
jangka waktu.

4) Target kinerja disosialisasikan.

Untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi dilengkapi dengan kontrak

kinerja yang ditandatangani oleh pemegang jabatan serta pemegang jabatan

satu level dan dua level di atasnya.

Capaian kontrak kinerja dimonitor.
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Analisis dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Jabatan/Unit

a.

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk
jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.

Hasil pengukuran dan informasi kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi
dilaporkan secara berkala dan tepat waktu.

Terdapat pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja dari jabatan/unit-unit
dibawah Direksi secara berjenjang yang mencakup kesesuaian pelaksanaan
program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam
RKAP.

Direksi menindaklanjuti hasil pembahasan bulanan atas kinerja jabatan/unit di
bawah Direksi yang tidak/belum mencapai target yang ditetapkan.

Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja

a.

Direksi menyusun pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target
Direksi.

Tingkat pencapaian target kinerja Direksi dibandingkan dengan kontrak
manajemen (RKAP).

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham mengenai laporan pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-
target Direksi.

Insentif Kinerja Direksi

a.

Direksi menyusun usulan insentif kinerja untuk Direksi sesuai ketentuan yang
berlaku.

Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan
kinerja yang dicapai (KPI).

Usulan insentif kinerja untuk Direksi tersebut disampaikan kepada Dewan
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada
RUPS.

Penerapan Sistem Teknologi Informasi

a.

Perusahaan menetapkan kebijakan teknologi informasi, yang mencakup:

1) Information Technology Master Plan (ITMP) sebagai pedoman dalam
pengembangan teknologi informasi dan Information Technology Detail
Plan (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan
sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP.

2) Arsitektur sistem informasi sampai dengan level data dan sistem
keamanannya.

3) Arah penggunaan dan rencana pengadaan teknologi informasi yang
digunakan memperhitungkan trend perkembangan teknologi.

4) Kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan TI.

Penerapan Tl di perusahaan sesuai dengan masterplan dan disertai dengan

perencanaan Tl yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur

organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI.

Melaksanakan audit atas TI.
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d. Melakukan evaluasi tingkat kesesuaian penerapan Tl saat ini dengan

kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil rekomendasi audit Tl dan persepsi
stakeholders atas kesesuaian Tl dengan kebutuhan perusahaan.

Direksi melaporkan secara tertulis pelaksanaan sistem teknologi informasi
terkait dengan pelaksanaan IT Master Plan dan ITDP kepada Dewan Komisaris,
baik diminta ataupun tidak diminta.

Direksi melaporkan capaian kinerja teknologi informasi kepada Dewan
Komisaris (termasuk hasil audit Tl).

8. Sistem Peningkatan Mutu Produk dan Pelayanan

a.

Pelaksanaan Pelayanan

1) Direksi menetapkan kebijakan mengenai SOP Layanan Pelanggan dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang memuat indikator SPM dan target
capaian kinerjanya .

2) Menginformasikan secara terbuka SOP Layanan Pelanggan dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) kepada stakeholders perusahaan.

3) Melakukan evaluasi atas tingkat kualitas yang memadai mengenai
kemudahan layanan dan fairness.

Peningkatan Mutu (Sistem Pengendalian Mutu Produk)

1) Direksi menetapkan kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk).

2) Perusahaan memiliki sertifikasi atas kebijakan mutu.

3) Sistem pengendalian mutu diterapkan secara konsisten, ditandai dengan
keluhan pelanggan atas mutu produk/jasa menurun.

4) Perusahaan menindaklanjuti ketidak sesuaian mutu dalam proses
produksi.

5) Sistem mutu dievaluasi dan diaudit secara berkala.

9. Pengadaan Barang dan Jasa

a.

Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi
perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.

Direksi menetapkan pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan yang
menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan
wajar, akuntabel;, memuat hak dan kewajiban pemasok; serta hak-hak dan
kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pedoman/kebijakan pengadaaan dipublikasikan sehingga dapat diakses
pemasok/calon pemasok.

Perusahaan merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal
berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan.

Pengadaan barang dan jasa perusahaan terbuka bagi penyedia barang/jasa
yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat
diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
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Perusahaan memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara
keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total
HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Perusahaan memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan
perusahaan telah diterapkan secara konsisten.

Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor
internal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan dan tidak ada
sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan.

Tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa yang memadai, dengan
melalui pengumuman rencana pengadaan barang dan jasa di media
komunikasi (koran, website, papan pengumuman), pelaksanaan e-
procurement, dsb.

10. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Pelatihan :

1) Direksi menetapkan kebijakan tentang program pendidikan dan pelatihan,
yang memuat : a) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan untuk
memberikan peningkatan knowledge, skill dan ability yang dapat
digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan, dan b) kebijakan
evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-
hasil pendidikan dan pelatihan.

2) Direksi melaksanakan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan
tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

3) Terdapat evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan

4) Tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan pendidikan dan
pelatihan karyawan.

Program Pengembangan SDM

1) Perusahaan memiliki program pengembangan SDM melalui training,
coaching dan assignment.

2) Program pengembangan SDM dilaksanakan sesuai pedoman/sistem yang
ditetapkan.

3) Pelaksanaan program pengembangan berhasil yang ditunjukkan dengan
pencapaian target indikator keberhasilan (ada evaluasi dan kriteria
keberhasilannya).

4) Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan program pengembangan SDM
berdasarkan realisasi capaian pengembangan (nilai proporsional sesuai
capaian target kinerja) dan hasil penilaian kinerja individu pegawai
menunjukkan perbaikan.

Program K3

1) Direksi menetapkan kebijakan perlindungan keselamatan pekerja, antara
lain: kesehatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, fasilitas kesehatan di
lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga,
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informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja; (untuk
perusahaan industri/yang wajib).

2) Direksi menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan program K3 (ada
alat kesematan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3), fasilitas kesehatan di
lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga,
informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja).

3) Perusahaan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

d. Sistem Penilaian Kinerja

1) Direksi menetapkan kebijakan sistem penilaian kinerja (performance
appraisal) bagi karyawan, yang mencakup kinerja individu dan kompetensi
karyawan, indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan oleh
atasan langsung.

2) Menerapkan secara konsisten Sistem Penilaian Kinerja (performance
appraisal) bagi karyawan.

3) Hasil penilaian performance appraisal dimanfaatkan untuk pengembangan
karyawan.

e. Penempatan Jabatan
1) Direksi menetapkan kebijakan/SOP untuk job placement atau penempatan
suatu jabatan sesuai dengan kompetensi.
2) Melaksanakan job tender untuk jabatan tertentu (1 level di bawah Direksi).
3) Kesesuaian pejabat dengan job spesifikasi .
4) Kualifikasi pejabat telah sesuai dengan job specification-nya.

f. Remunerasi dan Kesejahteraan

1) Direksi menetapkan kebijakan mengenai: a) skema remunerasi bagi
karyawan, sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat fair/adil secara internal, kompetitif secara eksternal dan
motivatif; b) pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku, misalnya kesertaan pada program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja,
Asuransi Kematian, dll).

2) Kebijakan remunerasi ditinjau secara komprehensif dan disempurnakan
secara berkala (periode tertentu) berdasarkan indikator evaluasi yang
jelas.

3) Kebijakan disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.

4) Tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi yang
diberlakukan perusahaan.

g. Reward and Punishment
1) Perusahaan menerapkan reward and punishment atas penerapan
Pedoman Perilaku dan disiplin.
2) Direksi menetapkan kebijakan/program reward dan punishment.
3) Terdapat program reward untuk prestasi, baik untuk unit dan individu.
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4) Kebijakan reward dan punishment disosialisasikan dan dipahami oleh
seluruh karyawan.

5) Penerapan reward dan punishment kepada karyawan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan dan konsisten.

h. Keterbukaan Informasi
1) Direksi menetapkan kebijakan mengenai keterbukaan informasi yag
berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh
signifikan bagi karyawan/pekerija.
2) Terdapat media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan
kebijakan perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan.
3) Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi tersebut secara konsisten.

11. Pengelolaan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan
a. Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary

governance) dan perusahaan patungan antara lain mencakup:

1) Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi.
Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris,
diantaranya memuat: (1) penjaringan atau nominasi calon anggota Direksi;
(2) penilaian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. (3) proses penetapan calon
Direksi dan Dewan Komisaris terpilih.

2) Penetapan target kinerja dan penilaian kinerja bagi Dewan Komisaris dan
Direksi.
Sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan
Dewan Komisaris (Kolegial), yang memuat sekurang-kurangnya indikator
kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

3) Insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan
Komisaris diantaranya memuat tentang : (1) formula perhitungan
gaji/honorarium; (2) Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan
fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta
mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark),
kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan
kelangkaan Sumber Daya Manusia.

Pedoman tersebut di atas ditetapkan dalam RUPS anak perusahaan.
b. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan
patungan melalui proses penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan.

c. Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan
patungan mendukung kinerja perusahaan.
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d. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dan

perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan RUPS anak
perusahaan.

E. PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN KEUANGAN TERHADAP IMPLEMENTASI

RENCANA DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

1. Penerapan Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

a.

Direksi menetapkan kebijakan/pedoman akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan dan management letter.

Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan diterapkan secara

konsisten, dimutakhirkan sesuai kebutuhan, tidak ada penyesuaian/koreksi dan

temuan auditor yang material atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan

serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan sesuai dengan

standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan

tepat waktu.

Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan. Terdapat 5

(lima) kualitas opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan

auditor eksternal, yaitu:

1) Unqualified (Wajar Tanpa Pengecualian);

2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas
(UnqualifiedOpinion with Explanatory Language);

3) Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion);

4) Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion);

5) Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion).

2. Penerapan Manajemen Risiko

a.

Direksi menetapkan kebijakan manajemen risiko yang memuat kerangka,
tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya.
Direksi menetapkan fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen
risiko dalam struktur organisasi perusahaan, antara lain untuk:

1) Menyusun rencana kerja perusahaan untuk penerapan kebijakan
manajemen risiko.

2) Mensosialisasikan kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan
perusahaan untuk meningkatkan pemahaman atas kebijakan MR.

3) Melaksanakan program manajemen risiko antara lain mencakup
indentifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun
usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris dan/atau RUPS. Hasil dari proses identifikasi risiko berupa a)
daftar risiko perusahaan, b) cara penanganan untuk masing-masing risiko
yang telah disetujui Komisaris dan atau RUPS/PS.

4) Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap program manajemen
risiko.
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c. Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (risk awareness).

1) Direksi membahas risiko dalam rapat Direksi dan Komisaris.
2) Setiap pengambilan keputusan penting/strategis dianalisis risikonya.

Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

1) Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.

2) Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.

3) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga
bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern

a.

Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk

melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan.

Direksi menetapkan kebijakan sistem pengendalian intern yang mengatur

kerangka (framework) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan

unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian,
sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan
pelaporannya.

Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) memberi sertifikasi/asersi

Direksi terhadap laporan keuangan tahunan yang menegaskan bahwa:

1) Tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan
perusahaan ada pada Direksi.

2) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum.

3) Informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan
benar, yaitu laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau
fakta material yang tidak benar serta tidak menghilangkan informasi
material.

4) Penegasan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian
intern perusahaan.

5) Pakta Integritas (untuk perusahaan Non Tbk).

Cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di

bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan

keuangannya yang akan dikonsolidasikan. Ada pernyataan/sertifikasi/asersi
dari entitas/unit kerja di bawah Direksi, yang laporan keuangan
dikonsolidasikan.

Perusahaan melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern

pada tingkat entitas dan tingkat operasional/aktivitas. Hasil evaluasi

menunjukkan efektifitas memadai.

Perusahaan menerbitkan internal control report yang mencakup :

1) Pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan
memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan
keuangan yang memadai;
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2) Penilaian dan pernyataan atas efektivitas struktur pengendalian intern dan
prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan.

4. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SPI dan Auditor Eksternal

a. Direksi menetapkan rencana pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan SPI
dan auditor eksternal (KAP dan BPK).

b. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor
eksternal (KAP dan BPK).

c. Pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris secara
berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.

d. Progress (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SPI
pada tahun yang bersangkutan dan auditor eksternal.

e. Tingkat komitmen vyang tinggi dari Direksi dalam menindaklanjuti
rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal auditor.
1) Prosentase tindak lanjut tinggi.
2) Tidak ada temuan yang berulang-ulang di unit yang sama.
3) Perspepsi atas tingkat komitmen vyang tinggi dari Direksi dalam

menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal auditor.

F. PENGURUSAN PERUSAHAAN

1. Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

a. Terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan
perusahaan, dan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan
menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen
yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. Fungsi tersebut memiliki
mekanisme untuk menjaga kepatuhan.

b. Fungsi kepatuhan mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang
berlaku dan akan berlaku bagi perusahaan.

1) Penelaahan/kajian perubahan peraturan dan pengaruhnya terhadap
perusahaan.
2) Sosialisasi perubahan peraturan.

2. Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
perjanjian dengan pihak ketiga.

a. Terdapat kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan dan
permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan
yang berlaku serta menindaklanjuti hasil kajian tersebut.

b. Terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas
rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan
oleh perusahaan.

1) Rencana kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review)
atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan
dilakukan oleh perusahaan.

2) Realisasi atas rencana kegiatan evaluasi.
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c. Terdapat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi.

1) Kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi atau proses penyelesaian
perkara melalui jalur Pengadilan (contoh kasus pidana/kriminal, kasus
hutang/piutang, kasus perkawinan/KDRT).

2) Kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus non litigasi atau proses
penanganan atau penyelesaian perkara / kasus hukum secara negosiasi di
luar jalur pengadilan (contoh negosiasi, pengurusan izin usaha,
penambahan/pengurangan modal).

3) Progress pelaksanaan penyelesaian kasus.

Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan

perjanjian dengan pihak ketiga :

1) Tidak adanya teguran, tuntutan maupun sanksi kepada perusahaan oleh
otoritas/instansi.

2) Opini auditor tidak menunjukkan adanya pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan yang signifikan.

3) Unit-unit operasi perusahaan tidak ada yang memperoleh kinerja merah,
merah minus atau hitam dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

4) Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perus

5) ahaan dan pihak ketiga wajib menggunakan bahasa Indonesia.

6) Tidak ada sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis
dengan pihak lain yang belum diselesaikan.

7) Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers
dalam masalah tertentu.

G. DIREKSI MELAKUKAN HUBUNGAN YANG BERNILAI TAMBAH BAGI PERUSAHAAN DAN

STAKEHOLDERS

1. Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan

a.

Kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan,
keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang mencakup :

1) Hak-hak konsumen/pelanggan

2) Keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan.

Kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan mekanisme

penanganan keluhan pelanggan.

1) kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah. (contoh:
PO BOX, No Telp/sms Pengaduan, Box Keluhan);

2) SOP/mekanisme penanganan keluhan pelanggan;

3) Kontak pelanggan dioperasikan dengan efektif/memadai.
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c. Program untuk mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada
pelanggan.

1) Program untuk mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada
pelanggan (contoh: Acara Pertemuan Rutin dg Pelanggan Utama, Acara
dialog di Radio/Media Elektronik)

2) Realisasi program.

d. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif.

1) Adanya prosedur/mekanisme penanganan keluhan pelanggan;

2) Penerusan data keluhan pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam
perusahaan;

3) Pihak-pihak terkait dalam perusahaan mendefinisikan masalah keluhan
pelanggan secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta
mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan
dari keluhan pelanggan.

e. Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan telah
ditindaklanjuti/ditangani.
Ada kebijakan hubungan dengan pelanggan (sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku) yang mencakup :
1) Adarencana Penanganan Keluhan Pelanggan.
2) Realisasi jumlah Keluhan Pelanggan ditindaklanjuti.

f.  Perusahaan melaksanakan survei secara sistematis dan dilakukan secara
berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil
indeks survey kepuasan yang dilaksanakan secara berkala.

1) Ada Laporan Hasil Survei vyang dilaksanakan secara independen (oleh
internal perusahaan atau pihak eksternal).
2) Survei dilaksanakan secara berkala.

g. Rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani.
1) Adarencana kerja tindak lanjut hasil survei kepuasan pelanggan.
2) Ada penanggung jawab pelaksanaan rencana kerja TL hasil survey
3) Adalaporan / progres pelaksanaan TL Hasil Survei.
4) Laporan / progress pelaksanaan TL Hasil Survei dilaporkan ke Direksi.

h. Hasil survei menunjukan tingkat kepuasan yang baik.
Hasil survei menunjukan tingkat kepuasan yang baik untuk aspek utama
pelanggan (skala 0-5).

Pelaksanaann hubungan dengan pemasok

Perusahaan mengembangkan kemitraan dengan pemasok untuk memperoleh
barang dan jasa yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

60




KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIiI

Nomor KEP/I.1/310/1V/2018 PEDOMAN HUBUNGAN KERJA Revisi
SK/DEKOM/01/I1V/2018 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ke ;| 02
Tanggal 24 April 2018 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Viil
a. Aspek Fairness

1) Seleksi untuk menjadi pemasok perusahaan dilakukan berdasarkan
persyaratan yang terukur dan jelas.

2) Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi
masyarakat luas pada umumnya.

3) Perusahaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia
barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak
tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Secara berkala perusahaan melakukan asssessment pemasok berdasarkan

pencapaian QCDS (quality, cost, delivey, service).

1) Perusahaan melakukan asssessment pemasok berdasarkan pencapaian
QCDS (quality, cost, delivey, service).

2) Assesment dilakukan secara berkala.

3) Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi assessment.

Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan
persyaratan dalam perjanjian/kontrak.

1) Pembayaran kepada pemasok tidak terlambat dan sesuai jadwal kontrak.
2) Bila terlambat, kewajiban denda dll dipenuhi.

Pengukuran Kepuasan pemasok.

1) Pelaksanaan survai tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan.

2) Hasil survei tingkat kepuasan pemasok terhadap fairness dan transparansi
pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan.

Pelaksanaan hubungan dengan kreditur

a.

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban perusahaan

kepada kreditur.

1) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan
kepentingan kreditur, antara lain :

a) Pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian.

b) Pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu,
baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman.

c) Covenant yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur.

2) Ada kebijakan mengenai manajemen /pengelolaan penggunaan pinjaman
jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya. (Ada
kebijakan mengenai penggunaan dan penyediaan dana dari pendapatan
operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan
pokok hutang jangka panjang).

3) Ada kebijakan perusahaan sebagai penjamin (avalist).

Tidak terjadi mismatch penggunaan dan penyediaan dana dari pendapatan

operasional untuk pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang.
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c. Perusahaan memberikan informasi kepada kreditur :

1) Akurat sesuai dengan perjanjian.

2) Lengkap.

3) Tepat waktu

Tidak ada complain/surat teguran

Tidak ada keterlambatan/penundaan pembayaran pinjaman kepada Bank dan
kreditur.

Pelaksanaan kewajiban kepada Negara

a.

Tidak ada keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT
Tahunan maupun bulanan).

Tidak ada keterlambatan pembayaran kewajiban pajak. (PPh karyawan, PPh
Badan, PPN masa dan rampung dan PBB).

Tidak ada keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga
regulator (bila ada; misalnya Bapepam, Bl dan sebagainya).

Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan

a. Pemenuhan partisipasi karyawan

1) Ada kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan.

2) Tersedianya sarana partisipasi, misalnya konsultasi bersama (sarana
diskusi antara serikat/wakil pekerja dengan manajemen), team briefing
(untuk memastikan komunikasi dua arah secara konsisten dengan
melibatkan karyawan), dan lain-lain.

3) Adanya penetapan jenis kebijakan perusahaan yang meliputi: (i) kebijakan
yang harus dikomunikasikan kepada karyawan, dan (ii) kebijakan yang
harus melibatkan karyawan dalam perumusannya.

4) Jenis kebijakan yang melibatkan karyawan dalam perumusannya
disosialisasikan kepada karyawan.

b. Pengukuran kepuasan karyawan :

1) Ada kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan
karyawan.

2) Ada pelaksanaan survei kepuasan karyawan secara berkala.

3) Hasil survei tingkat kepuasan (indeks kepuasan karyawan).

4) Ada rencana kerja tindak lanjut hasil survei kepuasan karyawan.

Prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan

stakeholders

a. Terdapat mekanisme penanganan keluhan stakeholders (pemasok, karyawan
dan lain-lain)

1) Ada mekanisme penanganan keluhan stakeholders (pemasok, karyawan
dan lain-lain).

2) Mekanisme disosialisasikan (dipahami ) oleh stakeholders.

b. Mekanisme keluhan stakeholders dilaksanakan secara konsisten dan efektif.
c. Terdapat penyelesaian atas keluhan stakholders secara tuntas.

1) Ada rencana penyelesaian atas keluhan stakholders secara tuntas.
2) Realisasi pelaksanaan tindak lanjut.
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Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan
berkelanjutan.

a.

Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapain

target yang telah disepakati.

1) Ada konsistensi pertumbuhan modal bersih perusahaan (growth in the
networth) selama 3 (tiga) tahun terakhir.

2) Ada peningkatan % dividen secara konsisten.

3) Trend EPS untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPl yang

ditetapkan ) dari tahun-tahun sebelumnya.

1) Perusahaan memenuhi target yang telah ditetapkan ( kontrak manajemen)
atau capaian KPI atas target.

2) Menunjukkan peningkatan konsisten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung
keberlanjutan operasi perusahaan.

a.

Perusahaan memiliki kebijakan = mengenai tanggung jawab sosial dan

lingkungan perusahaan.

1) Ada kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

2) Ada unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan.

3) Ada kebijakan tentang pembinaan usaha kecil.

4) Ada indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL atau
CSR atau TJSL.

Perusahaan mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang

ditimbulkan oleh produk, pelayanan, dan proses operasional dari perusahaan.

1) Ada SOP yang memuat kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa
asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya memenuhi
peraturan perundang-undangan vyang berlaku berkenaan dengan
pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.

2) Ada program penanganan keadaan darurat yang disosialisasikan kepada
seluruh karyawan.

3) Ada infrastruktur, baik sebagai early warning system maupun pelaksanaan
program keadaan darurat.

Perusahaan mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui

program bina lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-undangan

yang berlaku.

1) Perusahaan memiliki rencana kerja untuk mengimplementasikan tanggung
jawab sosial perusahaan.

2) Rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial perusahaan
dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan
bukan sebagai distribusi laba.
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3) Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana yang
ditetapkan.

d. Perusahaan melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil.

1) Ada rencana kerja untuk untuk melaksanakan program kemitraan dengan
usaha kecil.

2) Adaanggaran mengenai rencana kerja untuk untuk melaksanakan program
kemitraan dengan usaha kecil.

3) Pelaksanaan kegiatan kemitraan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

4) Tidak ada tambahan tunggakan pengembalian dana kemitraan yang
dipinjamkan kepada usaha kecil.

e. Perusahaan memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan

dengan CSR.

1) Ada indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan.

2) Ada evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-
targetnya.

H. DIREKSI MEMONITOR DAN MENGELOLA POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

ANGGOTA DIREKSI DAN MANAJEMEN DI BAWAH DIREKSI.

1. Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat
struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya
disebabkan benturan kepentingan.

a. Ada mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan
pejabat struktural perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan.

b. Sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan
keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural perusahaan.

c. Ada surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara
kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan
perusahan pada awal pengangkatan.

d. Pernyataan tersebut diperbaharui setiap awal tahun. Untuk pernyataan
tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut pada
Kontrak Manajemen yang ditandatangani Direksi dengan Pemegang Saham.

2. Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.
a. Penyampaian laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan
lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar
Khusus.
1) Direksi telah menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada perusahaan
dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan).
2) Ada Daftar Khusus yang dibuat oleh Sekretaris Perusahaan.
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b. Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan

Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris

dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.

1) Direksi menandatangani Pakta Integritas dalam Usulan Tindakan Direksi
yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris/Pemegang Saham.

2) Pakta dilampirkan dalam usulan.

Bila ternyata Direksi mengalami (potensi) benturan kepentingan dan tidak
menandatangani Pakta Integritas, maka anggota Direksi menyampaikan secara
tertulis kepada Dewan Komisaris disertai dengan langkah-langkah yang diambil
untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung

benturan kepentingan.

1) Tidak ada pelanggaran sehubungan dengan transaksi kesempatan
perusahaan (corporate opportunity).

2) Tidak ada pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan perusahaan
yang bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh Direksi pribadi atau secara
tidak langsung oleh Direksi melalui anggota keluarganya atau keluarga
dekatnya (self dealing).

3) Tidak ada pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang mengandung
benturan kepentingan (conflict of interest).

4) Tidak ada pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang dibantu oleh
orang dalam (insider information).

Tingkat kesungguhan Direksi dalam pengambilan keputusan bebas kepentingan

pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya.

1) Tidak ada temuan/kasus/teguran yang disebabkan benturan kepentingan.

2) Persepsi atas komitmen Direksi dalam menghindari pengambilan
keputusan yang bebas dari kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak
lainnya.

DIREKSI MEMASTIKAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

DAN PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG

SAHAM TEPAT WAKTU
1. Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan
Dewan Komisaris.

a.

Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta

laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada

Pemegang Saham.

1) Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan.

2) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris Laporan
disampaikan sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham (untuk
direviu Dekom).
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b. Penyampaian laporan manajemen (triwulanan dan tahunan) dan laporan
tahunan kepada Dewan Komisaris tepat waktu, yakni sebelum batas waktu
penyampaian kepada Pemegang Saham.

1) Laporan manajemen triwulanan kepada Dekom tepat waktu.

2) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Dekom tepat waktu.
(Tepat waktu yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang
Saham)

3) Ada pernyataan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, apabila
ada hal-hal yang masih belum disepakati oleh Dewan Komisaris dalam
laporan tahunan.

Apabila ada hal-hal yang masih belum dapat disepakati oleh Dewan Komisaris
dinyatakan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan yang telah
ditandatangani seluruh anggota Direksi serta laporan manajemen tahunan dan
laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris, dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham.

Apabila ada hal-hal yang masih belum dapat disepakati oleh Dewan Komisaris
dinyatakan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

d. Penyampaian laporan manajemen dilakukan tepat waktu (laporan manajemen
triwulanan 1 bulan setelah triwulanan ybs dan laporan manajemen tahunan 2
bulan setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang Saham ; dan
penyampaian laporan tahunan kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima)
bulan setelah tahun buku berakhir.

1) Laporan manajemen triwulanan ( 1 (satu) bulan).
2) Laporan tahunan (2 (dua) bulan).
3) Laporan tahunan (5 (lima) bulan).

e. Muatan (content) laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen
tahunan lengkap (untuk muatan laporan tahunan parameter tersendiri)
minimal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Muatan (content) laporan manajemen triwulanan dan tahunan sesuai minimal
content (lihat di kebijakan/aturan direksi tentang laporan manajemen), atau,
minimal melaporkan capaian kinerja RKAP dan unit kerja dan permasalahan
yang dihadapi.

2. Direksi memberikan perlakukan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi
kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris.
a. Perusahaan memberikan informasi (laporan manajemen triwulanan, tengah
tahunan, dan tahunan) dengan muatan dan waktu yang sama kepada
Pemegang Saham minoritas.
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1) Direksi menyampaikan :
- laporan manajemen triwulanan,
- laporan manajemen tahunan yang telah ditandatangani seluruh
anggota Direksi kepada pemegang saham minoritas.

2) Laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris kepada pemegang saham minoritas disampaikan tepat
waktu.

3) Muatan laporan dan waktu penyampaian laporan kepada Pemegang
Saham Minoritas sama dengan pemegang saham lainnya

Perusahaan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Teknis dan Pra-RUPS harus

memberikan undangan kepada Pemegang Saham minoritas.

1) Perusahaan memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris.

2) Laporan berkala manajemen disampaikan tepat waktu dan laporan lainnya
kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Tingkat pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi

oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.

Prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi kepada
Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham dinilai dari tidak ada pembedaan
isi dan ketepatan waktu penyampaian yang ditandai dengan tidak ditemukan
bukti/praktik informasi yang ditutupi/manipulasi (complain, berita di media,
dan sebagainya).

DIREKSI MENYELENGGARAKAN RAPAT DIREKSI DAN MENGHADIRI RAPAT DEWAN

KOMISARIS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.

Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat
dan penyusunan Risalah Rapat, evaluasi tindak Lanjut hasil rapat sebelumnya, serta
pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

a.

Pedoman/tata tertib Rapat Direksi, antara lain mengatur :

1) Etika rapat

2) Tata penyusunan risalah rapat

3) Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya

4) Pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut
pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan
Direksi.

Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali
dalam setiap bulan.

a.

Terdapat rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas.

1) Ada rencana rapat Direksi yang terjadwal rutin.

2) Rencana rapat memiliki agenda yang terjadwal dalam rapat rutin Direksi
3) Rencana rapat masuk dalam RKAP.

Jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali
dalam sebulan.
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c. Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam
RKAP.

3. Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris,
jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan
ketidakhadirannya
a. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi.

1) Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi (khususnya rapat
terjadwal).
2) Ada penjelasan alasan ketidakhadiran dalam rapat.
b. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Komisaris.
1) Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi dan Komisaris.
2) Ada penjelasan alasan ketidakhadiran dalam rapat.

4. Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat
sebelumnya.
a. Dilakukan evaluasi (pemantauan progress) terhadap pelaksanaan keputusan
hasil rapat sebelumnya.
b. Dilakukan pembahasan untuk menindaklanjuti keputusan hasil rapat
sebelumnya yang belum selesai.

5. Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris.
a. Terdapat tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.
b. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan arahan dan/atau
keputusan Dewan Komisaris.

K. DIREKSI WAJIB MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN YANG BERKUALITAS

DAN EFEKTIF
1. Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.

a. Terdapat Piagam Pengawasan (Internal Audit Charter) yang disepakati dan
ditetapkan oleh Direksi, setelah mempertimbangkan saran-saran Dewan
Komisaris.

1) Ada Piagam Pengawasan (Internal Audit Charter) yang disepakati dan
ditetapkan oleh Direksi.

2) Piagam mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris.

3) Piagam ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

b. Muatan Piagam Pengawasan Intern :

1) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bapepam, UU
perusahaan dan peraturan pelaksanaannya).

2) Mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-
SPI perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau
international Professional Practices Framework of Internal Auditing

3) Paling sedikit menjelaskan: posisi fungsi Audit Internal dalam organisasi:
kewenangan Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap
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semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan tugasnya; dan menjelaskan ruang lingkup Fungsi
Audit Internal.

c. Piagam audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.
1) Piagam audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan. (setidaknya 3
(tiga) tahun)
2) Ada hasil reviu yang menyatakan piagam belum perlu dirubah.

SPI dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan
tugasnya.
a. Posisi SPI di dalam struktur organisasi
1) Posisi SPI di dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur
Utama,
2) Kepala SPI diangkat oleh Direktur Utama.
3) Pengangkatan Kepala SPI sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan
Komisaris.

b. Kepala SPI mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan
Komisaris cq Komite Audit.
1) Kepala SPI mempunyai akses langsung kepada Dewan Komisaris c.q.
Komite Audit terkait pelaksanaan tugas.
2) Kepala SPI melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris c.q. Komite
Audit.

c. Jumlah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk
pelaksanaan tugas SPI.
1) SPI memiliki Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor/SDM.
2) Jumlah tenaga auditor mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan
tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI
dan/atau Divisi SDM.

d. Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPl sesuai dengan
kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.

1) Pimpinan Fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi
auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat
(Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).

2) Staf Auditor Internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan
dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan
dalam Fungsi Auditor Internal.

3) Terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf
auditor internal dan anggaran atas kegiatan tersebut, baik untuk
mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf
auditor internal dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha
memperoleh sertifikasi profesi.
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4) Kualitas yang memadai atas profesionalitas personil SPI.

e. SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam
organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.

1) Kepala SPI menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern. Bentuk dan isi dari
kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur
organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha.

2) Kepala SPI melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan
Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi
pengawasan intern.

3) SPI dianjurkan untuk melakukan penilaian/reviu (assessment) internal
secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi
Audit Internal secara keseluruhan untuk menilai :

a) Kepatuhan terhadap charter audit internal.

b) Kepatuhan terhadap standar.

c) Kepatuhan terhadap kode etik.

d) Efisiensi dan efektivitas dari Fungsi Audit Internal dalam memenubhi
kebutuhan dari berbagai stakeholders-nya.

Assessment yang dilakukan oleh assessor independen sekurang-kurangnya

sekali dalam 5 (lima) tahun dan terdapat tindak lanjut atas hasil reviu.

f.  SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan
memperbaiki operasional perusahaan.
1) SPlI merencanakan program kerja tahunan pengawasan intern dan
melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan.

a) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana
Audit Tahunan) telah dilakukan dengan pendekatan risiko (risk based
auditing).

b) Rencana penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan)
disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk
mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.

c) Rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah
disetujui oleh Direktur Utama dikomunikasikan kepada Direksi dan
Dewan Komisaris cq Komite Audit.

d) Fungsi Auditor Internal melaksanakan audit sesuai dengan program
kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan.

e) Tingkat pencapaian (kinerja) atas target-target dalam PKPT (Jumlah
audit dan pelaporan audit). Pemenuhan tertinggi adalah bila capaian
100% atau melebihi target.

2) SPl melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit.
a) Penanggung jawab Audit Internal melaporkan hasil kerjanya
(penugasan pengawasan intern) kepada Direktur Utama.
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b) Laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit,
meliputi :
1) Laporan hasil penugasan pengawasan intern
2) Laporan assessment atas program jaminan kualitas dan
peningkatan fungsi pengawasan intern

3) SPI memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata

Kelola (governance), manajemen risiko, dan pengendalian intern.

a) SPI memberikan rekomendasi (masukan atas prosedur) yang
meningkatkan proses Tata Kelola (governance), seperti pelaksanaan
etika, transparasi, pelaporan.

b) SPI memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko
dan pengendalian intern kepada perusahaan.

4) SPlI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis
perusahaan.
a) SPI mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta
kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.
b) SPI memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari
kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan kepada manajemen.

5) SPlI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan
eksternal.

a) Terdapat pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi
hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern (BPK, KAP, dll).

b) SPI melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan intern dan pengawasan ekstern dan mendokumentasikan
hasil pemantauan.

c) Kepala SPI melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada
Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris cq Komite Audit.

6) Tingkat penerapan rekomendasi
a) Tingkat aplikabilitas rekomendasi SPI dapat diterapkan/dijalankan oleh
unit kerja
b) Kecukupan rekomendasi SPI dalam perbaikan sistem dan prosedur
kegiatan operasional di unit kerja

L. SEKRETARIS PERUSAHAAN DILENGKAPI DENGAN FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG

KEBERHASILAN PELAKSANAAN TUGASNYA.
1. Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan
tugasnya.
a. Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang memadai.
1) Sekretaris perusahaan telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang
ditentukan oleh perusahaan.
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2) Pengalaman professional dan kompetensi yang dimiliki mencakup hukum,

pasar modal, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan.
b. Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk

pelaksanaan tugasnya :

1) Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi di bawah Direktur
Utama.

2) Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama
berdasarkan mekanisme internal perusahaan.

3) Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan
Dewan Komisaris.

c. Uraian tugas Sekretaris Perusahaan paling sedikit mencakup hal-hal substansif,

sebagai berikut :

1) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan
keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

2) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

3) Sebagai penghubung (liaison officer).

4) Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah
rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

2. Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya sebagai pejabat penghubung.
a. Sekretaris perusahaan memberikan informasi yang materil dan relevan kepada
stakeholders.

1) Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen
Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan.

2) Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan
Komisaris tepat waktu.

3) Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website
perusahaan maupun website perusahaan on line dimutakhirkan secara
berkala.

4) Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk
“Proses Release” atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi.

5) Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai
data atau performance dari perusahaan dalam batas-batas yang
ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan
penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada kepada stakeholders
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu.

6) Tingkat ketepatan waktu yang memadai atas penyampaian laporan-
laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada mereka.

b. Sekretaris Perusahaan menjalankan tugasnya sebagai pejabat penghubung.
1) Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan:
a) Rapat Direksi,
b) Rapat Direksi dan Dewan Komisaris,
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c) RUPS dan Kegiatan lainnya dengan stakeholders a.l press conference,
dengar pendapat dengan anggota Dewan dan sebagainya.
2) Sekretaris Perusahaan menyusun jadual dan tahapan kegiatan menjelang
RUPS/RUPS LB dan Rapat Direksi.

c. Sekretaris perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian

RUPS dan rapat Direksi.

1) Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara dan menyimpan Daftar
Pemegang Saham.

2) Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara dan menyimpan Daftar
Khusus.

3) Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara dan menyimpan Risalah
RUPS :

a) Risalah RUPS RIJPP memuat sekurang-kurangnya memuat waktu,
agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS
dan keputusan RUPS.

b) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud wajib ditandatangani oleh ketua
RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan
apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

4) Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara dan menyimpan Risalah
Rapat Direksi mencakup pemenuhan butir a) sd i):

a) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi.

b) Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang
berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam
Rapat Direksi (bila ada).

c) Risalah Rapat mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat).

d) Risalah rapat memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat
sebelumnya.

e) Risalah rapat memuat keputusan rapat sebelumnya.

f) Setiap anggota Direksi menerima salinan risalah Rapat Direksi,
terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak
hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

g) Validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan.
Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Direksi
maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat
selesai dilaksanakan.

h) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan di perusahaan.

i) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi dapat diakses oleh setiap anggota
Komisaris dan Direksi.

5) Sekretaris Perusahaan mengatur penyelenggaraan program pengenalan
bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru
diangkat.

a) Terdapat kebijakan tentang program pengenalan perusahaan bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat;
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b) Terdapat rencana kerja mengenai program pengenalan perusahaan
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru
diangkat;

c) Program pengenalan minimal meliputi : (1) pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG; (2) gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan
tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi,
strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi
kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (3)
keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit
internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal,
termasuk Komite Audit;(4) keterangan mengenai tugas dan tanggung
jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak
diperbolehkan.

6) Sekretaris perusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur

Utama.

a) Laporan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila
diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.

b) Laporan/hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang
baru.

c) Laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

a) Terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan oleh
Direksi.

b) Tingkat kecukupan dan keaktifan pelaksanaan tugas dan peran
Sekper:
(1) fungsi memberikan informasi yang materil dan relevan kepada

stakeholders.

(2) fungsi penyelenggaraan dokumen
(3) fungsi lialison officer

c) Capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.

M. DIREKSI MENYELENGGARAKAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LAINNYA SESUAI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
a. Prosedur pemanggilan :

1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan
dalam Surat Kabar;
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3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata
acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan
dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan
pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;

b. Ketepatan waktu pelaksanaan RUPS :

1) RUPS/Keputusan Pemegang Saham untuk pengesahan/persetujuan RJPP
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari
setelah diterimanya Rancangan RIPP secara lengkap atau sebelum periode
RJPP berikutnya berjalan;

2) RUPS/Keputusan Pemegang Saham untuk pengesahan/persetujuan RKAP
dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran
berjalan;

3) RUPS/Keputusan Pemegang Saham untuk pengesahan laporan tahunan
dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam)
bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.

Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat
berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya
berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

a. Surat Panggilan untuk RUPS.

b. Substansi panggilan RUPS mencakup :

1) Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS.

2) Usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS. Apabila
informasi yang terkait dengan wusul tersebut belum tersedia saat
dilakukannya panggilan untuk RUPS, informasi dan/atau usul-usul tersebut
harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan.

c. RUPS Laporan Tahunan memuat informasi :

1) Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau
tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

2) Rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang
diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang
menjabat.

d. RUPS RJPP dan RKAP memuat Informasi mengenai rincian rencana kerja dan
anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan
oleh Perusahaan.

e. RUPS Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan memuat informasi keuangan
maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan.

f. Terdapat penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS
yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.

g. Terdapat penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan
Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan
dengan mata acara RUPS. Penjelasan dan informasi tersebut tidak
bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
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